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KEPUTUSAN MENTER! KESEHAT AN REPUBLIK INDONESIA 

NOI\IIOR: 375/Menkes/SKN/20-09 

TENTANG 

.. : ! 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG BIDANG KESEHATAN TAHUN 2005-2025 

Menimbang 

Mengingat 

MENTER!' KESEHATAN REPUBUKINDONESIA, 

a. bahwa untuk , memberikan arah dan acuan dalam _pelaksanaan 
pembangunan -kesehatan sejalan Rencana Pembangunan Jangka .. 
Panjang Nasional (RPJPN) perlu ditetapkan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025; 

b. bahwa berda~arkan pertimbangan .sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu menetapkan Rencana · Pembangunan Jangka Panjang Bidang 
Kesehatan Tahun 2005-2025 dengan Keputusan Menteri 'Kesehatan; 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentahg Kesehatan (Lembaran 
Ne,gara Repu_blik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Notnor 3495); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor _ 104, Tambahan Lembaran N'egara Republik Indonesia 
Nomor 4421);, · 

3. Undang-Undar:lg Nomor 32 Tah!Jn 2004''tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 _ Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimaM 'telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang PerubahM Kedua Atas Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004 teritang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik ,Jndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembatan 
Negan:i Republik' Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Penieriritah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarribahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencaha Pembangunan 
Jangka Pahjat:lg Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara RepubJik 
lndonesiaTahuft 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor.4700); 

6. Peraturan PreiS.i.den Nomor 9 Tahun 2005 tentC!ng .Kedudukan, Tugas, 
Fungsi, Susurlan . Organisasi, dan Tata · Ke~a Kementerian Negara 
Republik Indonesia s-eba,gaimana teiah . diubah dehgan Peraturan 
Presiden Nohior 94 Tabun 2006; 

7. Peraturan Ment_eri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/ Per/XI/2005 tentang_ 
Organisasi d_pn T.ata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah 
diubah dengan-·Peraturan Mehteti Kesehatan Nomor 1279/Menkes/Per/ 
Xll/2007; .. 



Menetapkan 

Kesatu 

Kedua 

Ketiga 

Ke.empat 

.MENTER! KESi:HATAN 
. REPUJ;lLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

... , 
KEPUTUSAN MENTER! · KESEHATAN TENTANG RENCANA 
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG BIDANG KESEHATAN 

. T AHUN 2005~2025 ' 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 
Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu 
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

Rencana. Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 
T a hun 2005-20~5 sebagaimana dimaksud Diktum Kedua 
digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat 
termasuk swasta dalam tnewujudkan tujuan ,pembangunan 
kesehatan. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

13 Mei 2009 



MEN'n:RI KEStHATAN 
REPUBUK·.INDONESIA 

l,amp:iran 
Keputusan M~nteri Kesehatan 
Nonior · : 375/Men·kes/SKN/2009 

· Tanggal : 13 Mei 2009 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG .BIDANG K!:SEHATAN 
TAHUN 2005·2025 

k PENOAHULUAN

A. PENGANTAR 

... •'" 

Rencana Pernbarigunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(RPJPN} merupakan p~nJaba(ar"' o~ri tu]uan oib.entuknya Pemerintahan 
Negara ind.ortesia yang tercanturn oalarn Pembukaan Undang~.undang Dasar 
(UlJD) 1:9451.· y:~ttu· unfOk; ,.1t melindungt ·s~:g~nap bang$a: .Indonesia dan 
sf!luru'h . tumpah· 'daral:b ,l,ndo·r,:esJa; : 2) i:nema].ul(an~ ke~ejahteraam: l!lmum; 3) 
mencerdaskan Kehidupan"··baFI'gSci;:dan 4~ fl<ut menei~ta'Ran · keter:tlb~uf dunia 
b:erdasarkan kem,erd.ekaan., per::d:atnaian abadi, dan keadilan s.osia'l da'lam 
bentuk rumusanvisl, misi dan:arah Pembangunan Nasional. 

Arah pemba.ngunan kesehat~hja·ngka panjang jug·a sudah' teroantum secara 
ringkas· qaJam .RPJPN ·terS:eb:ut Untt:il< d~pat meniberikah k~j~lasan yang 
lebih spesifik dari ' . araf\ p.~mbang_unan kesehatan term.a.ksud, maka 
dipandang p·erlu ditetapkari Renc.ana P:embahg'.unan Jangka P'atljang Bidang 
Keseliatan·Tahun·-2005-"2025:\· · .. 

, .... , . . .~ ~'i!'{;:( . .. )~ , •: r, . 

B. PENGERTI~N 

Renc~na PembangLJnan Jangka Panjang Bidang .Kesehatail (RPJPK) Tahun 
2005~2025 adalah rencana. pembangunati nasional .di ' bidan·g kesehatan, 
yang m~rupakan, penjflbaran dari RPJPN Tahun 2005;.;2025, . oalam. bentuk 
dasar, visi, rrii$i, arah: dan ' k~bot~;~haf:l .somber daya pembangunan r:1~sion~l di 
bidang ·kesehatan untuk masa· 20: tahun ke 9'epan, yang r:nenpakup kurun 
waktu sejak tahun 20'0,5 sart:).r?ai den~an tahu.n 2~025~ 

C, MAKSUP DAN KEGUNAAN 

R.encana Pembangun·an J.angka f?at:)jang::Bidarn,g K-esel;latan .(RP.JPK) Tanun 
2005 - 20~5 sebagai r:encana pe-r;ribangunan ·~esehatal1 'flasiph~l di bidang 
kese!Jatan .untuk. j~ngka waKtu .20 tahun ke c{epari s·ampai deJlQan tahun 
2025, ditetapkan de.ngan tnak.slld rnetnberikan arah se.kaligus.rnenladi ac.uan 
bagi pemerintah dan masyarakat tetmasuk swasta dalam mewujudkan tujuan 
pernb:anguJ:~an :k·e~ehatan: ~~s.uai: dengan dasar, visi, tnisi d~n · arah 
pemt;>ang~nan kl'~ehat~;~n Yflng-telah (;lisepaK~ti. 

' . • ' :·· . ·~-~:- •. >,_ '. . .. • 
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Dengan demikian diharapkan seluruh upaya yang. dilakukan "oleh masing
masing pelaku pembangunan kesehata:n dapat bersinergi dan saling 
melengkapi antara satu· pelaka dengan pelaku pembangunan kesehatan 
lainnya. Dalam kaitan ini Sistem Kesehatan Nasional sebagai bentuk dan 
cara penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan perlu mengacu pada 
RPJPK Tahun 2005- 2025 ini. 

o·. LANDASAN 

Rencana Pembangunan Jarlgka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) adalah 
rencana pembangunan nasional ai bidang .. kesehatan, yang merupakan 
penjabaran ·dari RPJPN Tahun 2005-2025. Dalam kaita.n ini lan~asan 
penyelenggaraan pembangunan kesehatan nasional tersebut meliputi 
terutama: 

1. Landasan ldlll yaitu Pancasila 
Substansi dari Paneasila mempunyai kebenaran yang universal dari 
bangsa Indonesia dahulu, sekarang dan· di masa yang akan datang. 
Kelima sila Pancasila: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusi.aan yar,lg adil 
dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan ~yang · dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam ·permusyawaratan perwakilari serta dengan 
mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
merupakan landasan idiil -yang kuat bagi pembangunan kesehatan. 

2. Landasan Konstitusiona·l yaitu UUD 1945, Khususnya : 
a. Pasal 28 A ·: Setiap orang .berhak untuk hidup serta mempertahankan 

hid up dan kehidupannya. 
b. Pasal 28 H : Setiap orang berhak hidup sejahtera Jahir dan batin, 

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 
.sehat serta berha~ mernpe~oleh pelayarran kesehatan. . 

c. Pa$al 28 C : Setiap ·orang ·berhak ·mengembangkan diri melalui 
pemenuhan ketentuan dasarnya, berhak meneapatkan penCfidikan dan 
memperoleh manfaat dari alam pengetahuan dan teknologi, seni dan 
budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan 
umat manusia. · 

d. Pasal 28 B :Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

· diskriminasi 
e. Pasal 34 ayat 2 : Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi 

seluruh rakyat dan mernberdayakan hiasyarakat yang lemah dan tidak 
ma'mpu. sesuai dengan martabat kemanusiaan. 

f. Pasal 34 ayat 3 : Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 
pelayanan kesehatan dan fasil itas pelayanan umum yang layak. 

3. Landasan Operasipnal melipliti seluruh ketentuan peraturan 
perundangan yang berkaitan penyelenggaraan pembangunan kesehatan, 
terutama: 
a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia 

Nomor VII Tahun2001 tentang Visi Indonesia Masa.Depan. 
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Dalam ketetapan ini ditetapkan Visi Indonesia Masa Oepan terdiri dari 
tiga visi yaitu: 1) Visi idealyaitu cita-cita Juh_ur sebagaimana termaktub 
dalam pembukaan Undang:-undang Dasar Tahun 1945, 2) Visi antara 
yaitu visi Indonesia 2020 yang berlaku sarnpaidengan tahun 2020, dan 
3) Visi llma tahunah sebagai mana termaksud dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah. 

b. Undang-undang Nom'Q'r 23 Tahun 19'92 tentang Kesehatan. Dalam hal 
Undang-undang ini antara lain ditetapkan bahwa pengelolaan 
kesehatan meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 
penggerakan dan pengendalian program serta sumber daya yang dapat 
menunjang peningkatan upaya kesehatan (Pasal 67 ayat 2) 

c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional. · Dalar'n Undang-undang ini · antara lain 
ditetapkan bahwa perencanaan adalah ·suatu proses untuk menentukan 
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan 
mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Dalam Undang
undang ini juga ditetapkan bahwa dalam sistem perencanaan tersebut 
mencakup lima peridekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, 
yaitu: 1) politis, 2) teknokratik, 3) partisipatif, 4) atas.-bawah, dan 5) 
bawah-atas 

d. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 
Dalam Undang-undang ini antara lain ditetaRkan bahwa pengaturan 
praktik kedokteran ihi bertujuan untuk: 1)· memberiRan- perlindungan 
kepada pasien, 2) mempertahankan dan rneningkatkan mutu pelayanan 
me.dis yang diterapkan oleh dokter dan dokter gigi, dan 3) memberiRan 
kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi (Pasal 3). 
Dalam pasal 71 ditetapkan bahwa pemerintah daerah, organisasi 
profesi membina serta mengawasi praktik kedokteran sesuai dengan 
fungsi dan tugas masing-masing. 

e. Und.ang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional. Dalam Undang-undang ini antara lain ditetapkan bahwa 
sistem ini bertujuan untuk memberikan .• jaminan terpentJhinya 
kebutuhan dasar hidup yang Jayak bagi setiap peserta dan/atau 
anggota keluarga (P.asal '3). Jenis program jaminan sosial ini meliputi 
jaminan: 1) kesehatan, 2) keselamatan ke~a. 3) hari tua, 4) pensiunan, 
dan 5) kematian (Pasal 18) 

f. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
Dalam Undang-undang ini antara lain ditetapkan bahwa urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan pernerintahan daerah terdiri 
atas urusan wajib dan urusan pilihan. Penyeh~nggaraan pemerintahan 
yang bersifat wajib berpedoman pad a standar p·elayanan minimal yang 
dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam 
pasal 13 ditetapkan· bahwa urusan wajib yang menjadi k.ewenangan 
pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala· provinsi 
yang meliputi, antara · lain penanganan bidang kesehatan. Demikian 
pula dalam pasal 14 ditetapkan bahvia urusan wajib yang mimjadi 
kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota meliputi antara lain 
penanganan bldang kesehatan. 
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g. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan 
Pembang.unan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Dalam 
Undang-undang ini . antara lain telah ditetapkan Visi, Misi, Arah, 
Tahapan dan Prioritas PellJbangunan Nasional Jangka Panjang. 
Pembangunan kesehatan dalam undang-undang ini me.rupakan bagian 
oari pembangunan· S.Umber daya manusia. Dalam Undang ... undang ini 
tetah ditetapkan arah, dasar, langkah peningkatan, faktor lingkungan, 
penekanan dan wawasan pembangunan kesehatan serta 
pembangunan dan perbaikan gizi. 

E. TAT A URUT DOKUMEN RPJPK 

· Rencana Pembangunan Jangka f?.anjang Bidang ~es.ehatan 'Tahun 2005 -
2025 di.susun dengan tata urut sebagai berikut: ·· 

BABI 
BAB II 

BAB Ill 

BABIV 

BABV 
BABVI 
BAB VII 

PENDAHULUAN 
PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN 
KESEHATAN 
DASAR_, VISI, .DAN MISI PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 
2005-2025 
ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG BIDANG 
KESEHATAN 2005-2025 
KEBUTUHAN SUMB6R OAYA . 
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 
PENUTUP 

II. PERKEMBANGAN DAN TAN'TANGAN PE.MBANGUNAN KESEHATAN 

A. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN 

Undang .. undang Dasar 19145 dan Konstitusi Qrganisasi Kesehatan Dunia 
(WHO) serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, 
menetapkan bahwa setiap . orang mempunyai hak yang sama dalam 
memperoleh derajat kesehatan yang optimal. 

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-
2025 juga dinyatakan bahwa da.lam rangka mewujudkan sumber daya 
rnan.usia (SDM) yang 'berkualitas dan berdaya saing, maka kesenatan 
bersama-sama dengan pendidlkan dan p~ningkatan daya beli 
keluarga/masyarakat adalah tiga pilar utama untuk meningkatkan· kualitas 
SDM dan lndeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. 

4 
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SDM yang berkualitas merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan. 
Kualitas S.DM menjadi semakin baik yang antara lain ditandai dengan 
meningkatnya nilai lndeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dari 
0,586 pada tahun 2000 pada peringkat ke-112 dari 175 negara menjadi 
0,728 pada tah'un 2007: pada peringkatke-.1.07 dati 177 negara. 

y t' . ... 

Prospek kedepan pembangunan SDM diarahkan pada peningkatan kualitas 
SDM, yang ditandai dengan menjngkatnya IPM dan lndeks Pembangunan 
Gender{IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang di _Indonesia. 

Pembangunan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia. lndikator kesehatan yang menjadi bagian dari lndeks 
Pembangunan Manusia (IPM) telah dapat ditingkatkan. Pembangunan 
kesehatan telah berhasil · meningkatkan derajat kesehatan. masyarakat 
secara bermakna. Deraj~t kesehatan · masy~rakat .. tela!:) menunjukkan 
perbaikari seperti dapat dilihat dari angka'kematia'n bayi, angka kematian ibu 
melahirkaR dan umur barapari hidup. · 

Angka kematian bayi (AKB) menurun dari 46 · per 1000 kelahiran hidup pada 
tahun 1997 dan menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 
(SDKI 2007). Demikian Juga angka kematlan ibu (t\KI) melahirkan rnenurun 
dari 334 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1997 menjadi 228 per 
100.000 kelahiran hid up pada tahun 2007 (SDKI 2007). Sejalan dengan 
penurun·an· angka kematiambayi,_ umur harapan hidup (UHH) meningkat dari 
68,6'· tahun pada tab.im 2'004 m·enjadi.· 7Q,5 tahun pada ·tahun 2009. 
Prevalensi gizi kurang .Pada balita, menurun dari 25,8% p.ada akhir tahun 
2003 menjadi sebesar f8;4 o/o pada tahun 200T(Riskesdas 2007). 

1. Upaya Kesehatan 

Dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI), pada 
tahun 2007 telah ·dikembangkan Program Perencanaan Persalinan dan 
Pencegahan Komplika$f (P4K) di hampir seluruh kabupatenjkota. Sejalan 
dengan itu kunjungan antenatal care .(K~ 1) telal:l meningkat, dari 88,9% 
pada tabun 2004, menja·Cii 92,06% pada tahun 2007: Kunjungf!ll antenatal 
care (K-4) juga menirigkat dari 77% pada tahun 2004 menjadi 81,75% 
pada tahun 2007. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan 
meningkat dari 74,3% pada tahun 2004 menjadi 79,32% PC~da tahun 2007. 
Sedangkan kunjungan ne·onatal (KN) meningkat dari €11% pada tahun 
2004 menjadi 85,1% pad a tahun 200.7. Sejak tahun 2005, telah 
dilaksanakan· program ja,minan kesehatan basi masyarakat miskin yang 
dimulai dengan 36,1 juta penduduk miskln. Jum!ah penduduk rniskih yang 
dijamin Pemerintah terus meningkat, dan pada tahun 2008 jumlah 
pend.uduk yang dicakup mencapai 76,4 jllta termasuk penduduk hampir 
miskin dan tidak mampu. 
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Penyelenggaraan pembangunan kesehatan didukung dengan 
ketersediaan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit 
pemerintah dan swasta berjumlah 1.268 buah pada tahun 2005, dan 
bertambah menjadi 1.319 buah pada tahun 2007. Sementara itu, 
Puskesmas berjumlah 7~669 b·uah pada tahun 2005 dan bertambah 
menjadi 8.114 buah pada tahun 2007; Jumlah Puskesmas Pembantu 
telah bertambah dari}22.002 buah pad a· tahun 2005 menjadi'.22.347 buah 
pada tahun 2007. Disamping itu, jumlah Puskesmas Keliling juga 
bertambah dari 5.655 buah pada tahun 2005 menjadi 7.188 buah pada 
tahun 2007. Selair1 itu .~.terdapat berbagai fasilifas pelayanan kesehatan 
milik swasta atau p.eroramgan, seperti: praktik dokter, klinik, apotek, 
laboratorium, rumah sakit, perusahaan farmasi, dan asuransi kesehatan. 

Kunjungan rawat inap di rur:nah sakit pada tahun 2005 sebanyak 526.000 
kasus, · meningkat menjadi 1 ,58 juta kasus tahun 2006, dan tahun 2007 
sebanyak 1,91 juta kas~s. Pelayanan kesehatan khi.Jsus seperti 
pelayanali jantung juga meningkat secara bemuikna, yaitu: 380 kasus 
pada tahun 2005, meningkat menjadi 2.950 kasus tahun 2006, dan 
meningkat lagi pada tahun 2007 telah mencapai 6.401 kasus. 

Berbagai penyakit menular mernang masih merupakan masalah 
kesehatan masyarakat. Namun demiklan kontribusi penyakit menular 
terhadap kesakitan dan kematian semakin menurun. Angka kesakitan 
penyakit TB Paru telah menurun dari 107 per 100.000 penduduk pada 
tahun 2005 menjadi 102 per 100.000 per.1duduk pada .tahun 2007. 
Prevalensi penyakit TB Paru sebesar ·0,99 % (Hasil Riskesdas 2007). 
Angka kesakitan penyakit malaria juga menurun, yang dapat dilihat dari 
Annual Malaria Incidence (AMI) yang menurun dari 24,75 per 1.000 pada 
tahun 2005 menjadi 19,67 per 1.000 penduduk pada tahun 2007. 
Demikian pula ArrnuaJ. ParasitE: Incidence (API) menu run · dari 0,.23 per 
1.000 pad a tahun 2005 menjadi 0,16 per 1.000 penduduk pad a tahun 
2007 (Hasil Riskesdas 2007 prevalensi malaria 2,85 %). Yang 
menggembirakan adalah angka kematiannya menur.un dengan cukup 
bermakna, yakni dari 0,92% pada tahun 2005 menjadi 0,56% pada tahun 
2007. Incidence Rate peoyakit demam berdarah.(DBO) r:ner)in,gkat tahun 
demi tahun, yang disebaokan penangarnan JingRungan kurang baik yang 
berkaitan dengan masih kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat. 
Prevalensi DBD sebesar 0,6 %, sedartgkan angka kematiannya (CFR) 
terus dapat ditekan dari 1,36% pada tahun 2005 menjadi . 1,03% pada 
tahun 2007 (Riskesdas 2007). Surveillans penyakit HIV/AIDS .juga terus 
meningkat. Kasus baru . AIDS yang dapat ditemuka·n terus meningkat, 
sehingga pada tahun 2007 ini terdapat 11.687 penderita AIDS yang 
sedang menjalani per.awatan dan pengobatan. Upaya pencegahan 
penyakit AIDS juga terus ditlngkatkan, agar tidak menularkan pada orang 
lain. 
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2. Pembiayaan Kesehatan 

Pembiayaan. kesehatan ·sudah semakin m-eningkat dari . tahun ke tahun. 
Persentase pengeluaran nasional sektor kesehatan pada tahun 2005 
adalah sebesar 0.81% darl Produk Dot:nestik Bruto (PDB) meningkat pada 
tahun 2007 menjadi 1.09 % dari PDB, l'neskipuh belum mencapai 5% dari 
PDB seperti dianjurkan WHO. Demikian pula dengan anggaran 
kesehatan, pada tal:lun 2005 besamya APBN kesehatan adalah Rp 
11.114 Triliun, meningkat menjadi Rp 18.750 Triliun pada tahun 2007. 
Anggaran kesehatan per kap'ita bersumber dari APBN kes-ehatan dan 
Dana Alokasi Khusus pada tahun 2005 adalah Rp 15.772 mehingkat 
menjadi Rp 32.975 pada tahun 2007. Pengeluaran pemerintah untuk 
sektor kesehatan terus meningkat, namun kontribusi pengeluaran 
pemerintah untuk s~ktor kesehatan masih kecil yakni hanya 38% dari total 
pembiayaan kesehatan. 

Peningkatan presentase pembiayaan kesehatan tersebut, diupayakan 
untuk lebih mengutamakan upaya pencegaban dan peningkatan 
kesehatan, sebagai perwujudan semangat mencegah lebih baik daripada 
mengobati. 

Sementara itu cakupan jaminan kesehatan telah meningkat menjadi 
46,5% dari keseluruhan pehduduk pada tahun 2008. Peningkatan yang 
signifikan ini terutama dengan adanya .program jaminan pemeliharaan 
kesehatan m~syarakat miskin sebesar 76.4 juta (34,2%). 

Hasil Riskesdas tahun 2007 -memperlihatkan bahwa sumb·er pembiayaan 
pelayanan kesehatan . masih didominasi oleh out of :pocket (71,0%), 
selebihnya sekitar 29 % sumber pembiayaan pelayanan kesehatan 
berasal dari berbagai jenis jaminan kesehatan. Hasil Riskesdas juga 
menunjukkan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh masyarakat 
miskin, baik pada kasus-kasus biasa maupun kasus-kasus katastrofik 
meningkat secara bermakna. Proses persiapan implementasi UU Nomor 
40 tahun 2004 tentang Sistem .Jaminan Sosial Nasional dimana jaminan 
kesehatan merupakan salah satu program jaminan sosial yang akan 
dilaksanakan menuju 'kepesertaan semesta jaminan kesehatan, terus 
dilak.ukan. '' · · 

Meskipun isu kesehatc;n mer.upakan isu sentral dalam berbag,ai Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden (Rilpres), namun 
pembiayaan kesehatan yang bersumber. dari pemerintah saat ini masih 
rendah, .rata-rata nasional masih dibawah 6-9% dari total pembiayaan 
pemerintah. Hal ini menunjukkah bahwa sektor kesehatan rnasih belum di 
prioritaskan. Menun.it UU Nomot 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-
2025, pembangunan kesehatan·merupakan investasi dalam meningkatkan 
kt~.alitas sumber daya manusia sehingga penting perarinya dalam 
meningkatkqn pertumbuhan ek6nomi dan menurunkan tingkat kemiskinan 
dan penQangguran. 
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3. Sumber. Daya Manusla (SDM) Kesehatan 

Tenaga kesehatan di , Puskesmas pada tahun 2007 telah tersedia 
sebanyak 139.093 orang, sementara di Rumah· Sakit Pemerintah telah 
tersedia 5.946 dokter spesialis. Dokter Umum Indonesia masih termasuk 
rendah di regional ASEAN dengan rasio per 100.00 penduduk di Filipina 
(58), Malaysia (70), Indonesia (19). Data terakhir PODES menunjukkan 
jumlah dokter meningkat 6,36% selama 1 0 tahun. Sementara beberapa 
jenis .tenaga kesehatan masih tergolong langka: misalnya terapis, 
epider:fliolog, radiografer, dan lain-lain. 

Oalam distribusi tenaga·kesehatan, proporsi dokter per 100.000 penduduk 
di Jawa Bali dan di !war Jawa Bali relatif seimbang dengan angka Jawa 
Bali 18,5 dan Luar Jawa Bali 18, 1. Sedangkan dokter spesialis 2/3 dari 
jumlah yang ada berada di Jawa. Untuk bidan di Jawa Bali lebih sedikit 
yakni 26 daripada luar~Jawa 52 per 100.000. Di daerah terpencil 4 dari 10 
tenaga mempunyai rencana untuk pindah karena alasan jauh dari 
keluarga dan pengembangan karir. 

Meskipun upaya pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan telah dilakukan 
dengan menempatkan ''tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, namun 
masih belum mencukupi dari segi jumlah, jenis dan kualitas tenaga 
kesehatan. yang dibutuhkan untuk dapat tercapainya derajat kesehatan 
yang setinggi-tingginya. 

4. Sediaan Farmasl, Ala~ Kesehatan dan Makanan Minuman 

Upaya petlindungan masyarakat terhadap penggunaan sediaan farmasi, 
alat kesehatan dah ' makanan minuman telah dilakukan secara 
komprehensif. 

Untuk menjamin keterjangkauan obat esensial, pemerin~ah telah 
menetapkan harga obat . generik esensial mencakup 455 item obat. 
Disamping itu masyarakat miskin telah mendapatkan pengutamaan dalam 
pelayanan kesehatan dasar khususnya pelayanan obat melalui subsidi 
pemerintah sebesar Rp.3.800/kapita tahun 2007 dan Rp. 4.200/kapita di 
tahun 2008 dengan asumsi jumlah penduduk sebesar 22~ juta, yang 
secara bertahap harus terus ditlngkatkan untuk meneapal minimum 
$.2,00/l<apita sesuai dengan rekomendasi 'WHO. Sementara in-i melalui 
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk masyarakat miskin, 
pemerintah menyediakan pula dana untuk pelayanan kesehatan yang 
sebagian diantaranya unt!Jk belanja obat. · 

Pasar sediaan farmasr masih didominasi oleh produksi domestik, bahan 
baku impor mencapai :85% dari kebutuhart Sebanyak 204 perusahan 
farmasi berlisensi fn.donesia, hanya 67 memproduksi obat generik 
esensial. Sektor pengopatan tradisional cukup ber~gam dan· substansial: 
900 industri kecil 'dan 130 menengah. Sebanyak 9.600 tanaman 
berpotemsi mempunyai efek· pengobatan, 
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Peresepan obat generik berfogo di Puskesma~ sebesar 90%, di RSU: 
66%, di RS swasta & apotek: 49%. Ketersediaan Obat Generik Berlogo 
tinggi, harga tnur~h tapi akses masyarakat terhambat karena "asymetric 
information" dan praktek pemasaran yang kurang baik 

5. Manajemen dan lnfortnasl Kesehatan 

Kebijakan pembangunan kesehatan belum seluruhnya dirumuskan 
dengan memanfaatkan hasil peneliti'an · atau kajian sehingga belum 
sepenuhnya ber:basis oukti. 

Regufasi bidang kesehatan pada saat ini belum cukup, baik jumlah, jenis, 
maupun efektifitasnya. Sehingga terjadi ketancuan dalam pefaksanaan 
kegiatan di lapangan, termasuk di dalamnya perlindungan hukum 
terhadap pelaksana pelayanan kesehatan. 

Sistetn informasi kesehatan dalam era otonomi daerah mengalami 
hambatan. Data dan informasi yang diperoleh masih terfragmentasi dan 
belum didukung dengan data terJ:?ilah: menurut jenis kelc:~min serta tidak 
menggambarkan pefmasali3han kesehalan secara utuh. ., 

Perencanaan .pembangunan . kesehatan . belum seperti yang diharapkan 
karena masih te~adinya disparitas kemampuan tenaga perencana antar 
wilayah. Secara nasiona~. keterkaitan alur petencanaan belum optimal 
khususnya terkait dengan hubungan antara rencana pembangunan jangka 
panjang nasional (RPJPN), jangka menengah (RPJMN dan Renstra KL) 
dan rencana tahunan (Ren]a KL) dengan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD 
dan Renja SKPD, 

llmu pengetahuan dan teknologi kesehatan telah berkemb;:mg pesat 
namun belum dap·at dimanfaatkan ·secara optimal katena masih 
rendahnya kualitas sumber daya manusia. 

Penierir,~tah belum sepenuhnya dapat menyelenggarakan pembangunan 
kesehatan yang efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan·prinsip-prinsip 
kepeinerintahan yang baik (Good Governance). 

6. Pemberdayaan Masyara~~~-

Rumah tangga (RT) yl;lng telah mefaksanakan PHBS meningkat dari 27% 
Pi3da. tahun '2005 menjadi 36,3% pacta tahun 2007 namun masih jaun dari 
sasatan yang harus dlcapai pada tahun 2009 yakni 60%. 
Junilah Posyandu sem.akjn meningkat, tetapi pemanfaatan dan p·erbaikan 
kualitas perlu ditin~katkan. Pada tah'un 2'007 sebanyak , 27,3% RT 
memanfaatkan posyandu_, -:10% membutuhkan tetapi tidak memanfaatkan, 
dan 62,5% tidak membutuhkan dengan alasan karena pelayanan 
Pasy,andu tidak lengkap (49,6%), jauh (26%), dan tidak .ada Posyandu 
(24%). (Riskesdas ·2007) 
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Dalam rangka pengembangan Desa Siaga, pada tahun 2007 mengalami 
hambatan dalani , pelaKS'an-aG~nny~, . ·· sehingg·a · p'embangunan Pos! 
Kesehatan Desa (Poskesdes). yang ditargetkan sebanyak 30.000 buah 
pada tahun 2007, hanya dapat direalisasikan sebanyak 20.986 buah. Data 
terakhir sampai tahun 2008 telah terbentuk. 47 .. 111 Desa Siaga yang 
dilengkapi c;fengan Poskesdes d·ari target70.000 buah. Pada tabun 2007 
pemerintah membentuk· 600 Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), dan 
telah diberikan pula bantuan stimulan untuk pengembangan 229 Musholla 
Sehat. 

B. TANJ ANGAN MASA OEPAN 'PEMBANGUNAN KE·SEHATAN 

Dalam Undang-Undang Nomor 1'7 Tahun 2007 tentang RPJPN disebutkan 
bahwa tantangan pembangunan bidang kesehatan yang dihadapi antara lain 
adalah mengurangi kesenjangan .status .kesehatan masyarakat dan akses 
terhadap pelayanan ke·sehatan antar Wilayah, tingkat sosial ekonomi, dan 
gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang 
kurang memadai; meningkatkan akses terhadap fasilitas· kesehatan; dan 
mengurangi beban gand~ penyakit yaitu . pol a ·penyakit yang . diderita oleh 
sebagian besar masyaral<at adalah penyakit infeksi menular;· namun pada 
waktu yang ·bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular serta 
meningkatnya penyalahg.unaan· narkotik' dan obat-obat terlarang . 

1. Penduduk Indonesia akan bertambah banyak dengan piramida penduduk 
yang terus berubah. J.Umlah penduduk· Jndones·ia yang pada tahun 2005 
sebesar 219,9 juta orang, akan menjaCII274 juta orang pada tahun 2025. 
Penduduk usia lanjut dan usia produktif termasuk usia angkatan kerja 
akan bertambah besar, proporsinya. Sementara itu penduduk usia muda 
(bayi dan . anak), ~ meskipuli prop·orslnya menurun, jumlahnya tetap 
meningkat. Disamping itu karena adahya kesenjangan pembangunan 
antar wilayah menimbulkan urbanisasi yang tidak terkendali. Begttu pula 
kemis.kinan dan penganggt.~ran dengan segala akibatnya terhadap 
kesehatan tetap ada terus sampai tahun 2025, walaupun jumlahnya sudah 
menurun. 

Dalam upaya menil'.lgkqtkan derajat kesehaf;m dan penyelenggaraan 
pembangi,Jiian keseh·afan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi 
antara lain: rendat:mya kualitas kesehatan . penduduk yang. tampak dari 
masih tingginya AKB; angka kematian ariak balita (AKABA) dal',l AKI serta 
tingginya proporsi anak balita yang men,galami gizi kurang. 

Menjelang tahun 2025 derajat kesehatan masyarakat diharapkan akan 
semakin bertambah baik karena menurunnya AKB . dan AKABA, 
meningkatnya status gizi masyarakat, serta UHH, Namun .demikian upaya 
penurunan AKI masih merupakan tantangan yang berat. 

10 



MENTERIKESEHATAN 
;REPUBLIK INDONESIA 

2. Masalah kesehatan masyarakat lainnya yang dihadapi adalah beban 
ganda penyakit yaitu disatu pihak masih banyaknya penyakit infeksi yang 
harus ditangani, dilain pihak semakin meningkatnya penyakit tidak 
menular. Selain itu bel;Jerapa penyakit infeksi cenderung ineningkat 
kem.bal.i (re-emerging diseases) ·seperti pi:myakit :re. dan malaria. Penyakit 
infeksi baru (new emerging, diseases) juga telah muncul, utamanya yang 
disebabkan karena virus seperti: HIV/AIDS, SARS, dan flu burung (avian 
influenza). Ke depan Indonesia perlu mewaspadai timbulnya penyakit
penyakit baru yang diakibatkan oleh virus. 

Tantangan lain yang dihadapi adalah adanya kecenderungan 
meningkatnya masalah ke.sehatan jiwa, masalah-masalah yang oerkaitan 
dengan usia lanjut yang ?tkan menyebabkan meningkatnya beban 
pelayanan dan pembjayaan keseha~aq_, , · ~ecelakaan !ah) lintas dan 
kecelakaan akibat kerja, dampak perubahan iklim; dan meningkatnya 
pencemaran lingkungan serta perubahan gaya hidup yang tidak sehat. 
Penyakit jantung dan pembuluh darah (Kardiovaskular), kanker, dan 
penyakit tidak menular lainnya juga cenderung meningkat. 
Pelay.anan kesehatan masyarakat diharapkan menjadi sangat maju 
menjelang tahun 2025 sehingga dapat melayani semua .kebutuhan 
pelayanan kesehatan. Akibat penyalahgunaan Napza juga merupakan 
tantangan yang berat dalam pembangunan kesehatan. 

3. Desentr(jlisasi bidang kesehatan dan komitmen ·pemerintah belum dapat 
berjalari sesuai yang diharapkan. Kerjasama lintas sektor dan dukungan 
peraturan perundangan merupakan tantangan yang sangat penting. 
Manajemen kesehatan yang meliputi kebljakan kesehatan, admii1istrasi 
kesehatan, sistem informasi kesehatan, dan hukum kesehatan yang 
mencakup perlindungan masyarakat, penegakan dan kesadaran hukum 
belum sepenuhnya mefldukung ·pembanguna_ri kesehatan. Meskipun 
sistem informasi kesehatan sangat penting untuk mendukung 
pembangunan kesehatan, akan tetapi tidak mudah dalam 
pengembangannya agar be~hasil-guna dan berdayaguna. 

4. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan pada umumnya masih 
menempatkan masyarakat sebagai objek, bukan sebagai subjek 
pembangunan kesehata,n . . Pengetahuan_, sikap dan perilaku serta 
kemandirian masyarakat _untuk hidup sehat masih belum memadai. 
Pening~~tan kel)"litraan d;:m tersedianya SDM Kesehatan yang 
mendu!<Ung penyelenggaraan pemb:erdayaan masyarakat dalam 
pembang,unan kesehata.trmerupakan tantangan yang sangat penting. 

5. Tantangan dalam upaya kesebatan terutama mengEmal< kesenjangan 
kualitas ·kesehatan dan akses terhad,ap pelayanan kesehatan yang 
bermutu antar wilayah, gender, dan antar kelompok tingkat sosial 
ekonomi; pelayanan kesehatan reproduksi. yang masih le.mah; serta 
terbatasnya jumlah dan belum optfmalnya alokasi pembiayaan kesehatan. 

11 



MENTERIKESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Dalam pembiayaan kesehatan dimasa depan diharapkan hampir seluruh 
penduduk Indonesia diperkirakan telah dicakup oleh sistem jaminan 
kesehatan sosiaJ. 

Sediaan farmasi dal) alat kesehatan_yang aman, bermanfaat.dan bermutu 
diperkirakan belum sepeduhnya tersediB",·secara merata"',tfan· terjangkau 
oleh masyarakat. 

6. Dewasa ini belum memadainya jumlah, penyebaran, komposisi dan mutu 
tenaga kesehatan. Merupakan tantangan bagi pengembangan dan 
pemberdayaan SDM Kesehatan, bahwa menjelang tahun 2025 
pemenuhan seluruh keb.utuhan SDM Kesehatan bagi pembangunan 
kesehatan telah tercapai. 

7. Selain itu, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang 
berkualitas, beperapa masalati dan tantc:mgan baru muncul seoagai akibat 
dari perubahan sosial budaya, ekonomi· dan politik serta perubahan 
lingkungan strategis, baik global, regional, maupun nasional. Perubahan 
sosia.l budaya, ekonomi dan politik yang berpotensi terjadinya konflik 
sosial dapat menimbulkan masalah kesehatan. Terorisme, utamanya 
bioterorisme dapat menjadi ancaman dalam pembangunan kesehatan. 

Tantangan global yang dihadapi adalah upaya dalam pencapaian sasaran 
Millennium Development .Goals (MDGs). Tantangan global lainnya· antara 
lain adalah perdagangan bebas, d.an sumber daya keseh~Jtan yang ikut 
mengglobal, perlu diantisipasi. Pengar:uh globalisasi dan liberalisasi 
perdagangan serta pelayanan pllbllk melalui kesepakatan General 
Agreement on Trade · in Service (GATS) dan Trade-Related Aspects of 
lntelfectual Property Rights (TRIPS), dimulainya pasar bebas ASEAN 
pada tahun .Z003 dan pa:sar bebas .Asia Pasific pada tahun 2020 akan 
mempengaruhi berbagai aspek penyelenggaraan pembangunan 
kesehatan. Masuknya modal asing dalam penyelenggaraan pelayanan 
keseha~an seperti rumah sakit, dan tenaga kesehatan asing perlu 
diwaspadat. Bentuk . kewaspadaan antara lain diperlukannya langkah
langkah nyata dalam mempersiapkah dlrF khususnya · di bidang kualitas, 
kecukupan cfan perner;a.taan SOM serta menyusun ·regulasi untuk 
niencegah· dampak negatif ·globalisasi terhadap pelayanan kesehatan di 
dalam negeri. Sedangkan dalam Hngkup nasional antara lain adalah 
upaya penerapan kebijakan pemerataan pembangunan kesehatan secara 
lebih luas, yang didukung dengan sumber ctaya yang cukup. 

Ill. DASAR, VISI, DAN MISI PEIVIBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2'0'05·2025 

A. DASAR PEMBANGUNAN KESEHATAN 

Landasan ldiil pembangunan nasional ad~lah Paneaslla, dan landasan 
konstftusionalnya adalah Undang-undang Oasar 1945. 
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Pembangunan J<esehatan merupakan bagian integral dari pembangunan 
nasional. Oleh karenanya_ pembangunan ke_setfatan diselenggarakan pula 
dengan ·berlandaskan pada Pancasila dan l}ndang-undang Oasar 1945. 

Kesehatan sebagai hal< asasi manusia secara tegas di amanatkan oleh 
Undan·g-undang Dasat 1945, di mana dinyatakan bahwa setiap orang berhak 
hidup sejahtera lahir dan batin, berterru?~t tinggal, :dan mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta I:Jerh'ak memperoleh pelayanan 
kesehatan. Oi dunia intemasional, Konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia 
(WHO) tahun 1948 juga menyatakan bahwa "Health is a fundamental right'', 
yang mengandung suatu kewajiban untuk. menyehatkan yang sakit dan 
menipertahankan serta · meningkatkan yang sehat. Hal ini melandasi 
pemikiran bahwa sehat · sebagai hak asasi manusia dan sehat sebagai 
investasi. 

Dasar pembangunan kesehatan adalah norma, nilai kebenaran, dan aturan 
pokok yang bersumber. dari falsafab dan . budaya .Bangsa Indonesia,. yang 
dipergunakan sebagai ' landasan untuk ·berpikir dan bertindak dalam 
penyelenggaraan pembangunan kesehatan. 

Dasar -pembangunan J<e·sehatan meliputi: 

1. Perikemanusian 

Pembangunan kesehatan harus berlandasl<an pada pnns1p 
perikemanusiaan yang dijlwai, di·gerakkan dan dikenc:t.allkan oleh · 
keimanan dan ketaqwaan ·terhadap Tuhan Yang Maha ESa. Terraga 
kesehatan perlu berbodUuhur, .memegang teguh etika profesi, dan selalu 
menerapkan prinsip ·peri kemanusiaan dalam penyelenggaraan 
pembarigunan kesebata'n. 

2. Pemberdayaan dan Kema·ndirian 

Setiap orang dan masyarakat bersama dengan pemerintatl berperan, 
berkewajiban dan bertanggung .jawab untuk memelihara dan 
meningkatkan derajat kesehatan perorangan, ,keluarga, m~~yarakat, dan 
lingkungannya. Pembangunan kesehatan ' haitls 'mam'p'u mem-bangkitkan 
dan mendorong peran aktif masyarakat. Pembangunan kese11atan 
dilaksanakan dengan berlandaska·n pada keperoayaan atas kemampuan 
dan kekuatan sendiri serta: kepribapian bangsa dan semangat solidaritas 
sosial serta gotong-royong. 

3. Adil dan Merata 

Dalam pemb~ngunan kesehatan setiap orang mempunyai hak yang sama 
dalam memperoleh derajat kesehatan·.;.yang setinggi-tingginya, tanpa 
memandang suku, · golongan, agama; jenis kelamin dan status sosial 
ekonominya. 
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Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap anak 
berhak atas kelangsimgan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak 
atas perlindungan dari kekerasan dan diskrlminasi. 

4. Pengutamaan dan Manfaat 

Pembangunan kesehatan· diselenggarakan dengan mengutamakan 
kepentingan umum .dari pad_a kepenting.an perorangao atau g.olongan. 
Upaya kesehatan yang bermutu diselenggarakan dengan memanfaatkan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus lebih 
mengutamakan pendekatan peningkatan kesehatan dan pencegahan 
penyakit. Pembangunan kesehatan diselenggarakan berlandaskan pada 
dasar kemitraan atau. sinergisme yan!ll dinamis dan tata penyelenggaraan 
kepemerintahan yang baik, sehingga secara berhasil guna dan bertahap 
dapat member! manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan derajat 
kesehatan masyarakat, be.serta lingkungannya. dengan perhatian khusus 
pada penduduk rentan, antaralain ibu, bayi , anak, manusia usia lanjut dan 
masyarakat miskin. 

B.VISI 

Kesehatan adalah salah satu unsur dari masyarakat Indonesia yang 
sejahtera, yaitu tercapainya hak atas hidup sehat bagi seluruh lapisan 
masyarakat melalui sistem kesehatan yang dapat menjamin terlindunginya 
masyarakat dari berbagai risiko yang dapat mempenga·ruhi kesehatan dan 
tersedianya pelayanan kes.ehatan yang bermutu, te~angkau dan merata . 

. Kesehatan sebagai investasi, akan menghasilkan p~nduduk yang sehat dan 
produktif sebagai SDM pembangunan yang berkelanjutan serta memiliki 
daya saing global. 

Keadaan masa depan masyarakat Indonesia yang ingin dicapai melalui 
pembangunan kesehatan adalah masyarakat, bangsa dan negara yang 
ditandai oleh penduduknya yang hidup dalam lingkungan dan dengan 
perilaku hidup sehat, baik Jasmani, rohani maupun sosi~l. dan memiliki 
kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara 
adil dan rnerata, serta merniliki derajat kesehatan yang setlnggl-tingginya. 
Keadaan masyatakat lnaonesia di masa depan atau vlsl yang ingin dicapai 
melalui pembangunan. kesehatan dirumuskan sebagai: 

INDONESIA SEHAT 2025 

Dalam Indonesia Sehat 2025, lingkungan strategis pembangunan kesehatan 
yang diharapkan adalah' lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan 
sehat jasmani, rohani maupun &osial, yaitu lingkungan yang bebas dari 
kerawanan sosial budaya dan polusi., ter:sedianya air minutn · dan sarana 
sanitasi lingkungan yang 111emadai, perutnaban dan pemukiman yang sehat, 
perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya 
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· kehidupah masyarakafyaitg r:nemiliki ' solidaritas sosial dengan memelihara 
nilai-nilai'budaya bangsa. 

Perilaku masyarakat yang diharapkan dalam Indonesia Sehat 2025 adalah 
perilaku yang bersifat proaktif untuk memelihara dan .• meningkatkan 
kesehatari; mencegah risiko te~adinya pehyal<it; melindungi diri dari 
ancaman penyakit dan · masalah kesehatan lainnya; sa dar hukum; serta 
berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat, tertnasuk 
menyelenggarakan masyarakat sehat dan aman (safe community). 

Dalam Indonesia Sehat 21o25 diharapkan masyarakat memil'iki kemampuan 
menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan juga memperoleh 
jaminan kesehatan, yaitu masyarakat mendapatkan perlindungan dalam 
memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Pelayanan kesehatan bermutu 
yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan 
dalam keadaan darurat dan bencF~na, , pelayanan ke.sehatan yang memenuhi 
kebutuhan masyarakat serta dis~lenggarakan sesuai dengan standar dan 
etika profesi. · 

I . . 
Diharap~an dengan terwujudnya iingkungan,dan periJaku hidup seliat, serta 
meningkatoy~ kemamptJan ma~yarakat dalarn memperoleh pelayanan 
kesehatan yang bermutu, mak~ akan dapat dicapai derajat kesehatan 
individu, keluarga dan masyarakat yang setinggi·tingginya. 

C.MJSJ 

Dengan berlandaskan pada Dasar Pembangun_an Kesehatan, dan untuk 
mewujudkan Visi Indonesia S!fhat 2025, dltetapkan 4 (empat) misi 

. Pembangunan Kesehatan,. yaitu: i 

1. Meng.gerakkan Pembangunan Nasi·onal Berwawas-an Kes.ehatan 
'· 

Pembangunan kesehatan- harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap 
kebiJakan pub!ik selaluJnemperhatfkan dampaknya terhadap kesehatan. 

Keberhasilan pembanguoan ke~ehatan tidak semata-mata ditentukan oleh 
hasll keda keras sektor .. kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh 
hasil kerja serta ·kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. 
Untuk optimalisasi hasil kerja ser.ta koritribusi positif tersebut; .harus·dapat 
diupayakan masuknya waw~san k~sehatan' sebagaf asas pokok program 
pembangunan na$ionp1. Keseliatan - s~bagai salah sati:J unsur dari 
ke.sejahteraan rakyat juga -mengandt.:mg arti tenindurig.inya d9n 
terlepasnya masyarakat dari segala · macam gangguan yang 
mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. 

Untuk ctapat terlaksananya pembangunan nasional yang berkontribusi 
positif terhadap kesehatan seperti dimaksud di atas, maka seluruh unsur 
pernbangunan kesehafan at~u l)Ubsistem parj Sis.tem Kesehatan Nasional 
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berperan sebagai penggerak utarha pembangunan nasional berwawasan 
kesehatan. · 

2. Mendorong Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat 

Kesehatan adalah tanggung jawab bersama dari setiap individu, 
masyarakat termasuk swasta, dan pemerintah. Upaya pemeliharaan dan 
peningkatan kesehatan setiap individu,. keluarga, masyarakat, dan 
lingkungannya diJakukan tanpa meninggalkan upaya penyembuhan 
penyakit dan pemulihan kesehatan. Kesadaran, kemauan dan 
kemampuan setiap individu, keluarga dan masyarakat untuk menjaga 
kesehatan, memilih, dan mendapatkan pel~yaoan kesehatan yang 
bermutu, sangat nienentukan keberf:iasilan · pembangunan kese-hatan. 
Masyarakat harus mamp.u melaktikan program pengabdian, 
n:~emperjuangkan kepentingan masyarakat di bidang kesehatan, dan 
melakukan pengawasan sosial terhadap pembangunan kesehatan. Oleh 
karena itu, salah satll upaya pokok atau misi pembangunan kesehatan 
adalah mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. 

3. Me.melihara dan M~nlngkatkan Upaya Keseh•tan yang Bermutu, 
Merata,.dan TerJangkau 

Pembangun'an kesenatan diselenggarakan guna menjamin terse·dianya · 
upaya kesehatan, baik upaya kesehatan primer dan sekunder maupun 
upaya keseratan tersier yang bermutu, merata, dan terjangkat:J oleh 
masyarakat Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pengutamaan 
pada upaya pen¢egahan (pr.eventif), dan peningkatan kesehatan 
(promotif) bagi sege.nap warga negara Indonesia, tanpa mengabaikan 
upaya penyembuhan penyakit (KUratif), dan pemulihan kesehatan 
(r~habilitatif). Agar dap;at memelihara dan meningkatkan kesehatan,. 
diperlukan pula upaya peningkatan Jingkungan yang · sehat. Upaya 
kesehatan tersebut diselenggarakan dengan l<emifraan antara 
pemerintah, dan masyarakat termasuk swasta. 

Untuk masa mendatang, apabila sistem. jaminan kesehatan sosial telah 
ber.kembang, penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan primer akan 
dis.erahkan kepada masyarakat dan swasta dengan men~rapkan konsep 
dokter k~l.uarga. Di daerah yang sangat terp·encil, masih diperlukan upaya 
kesehatan perorangan aleh Puskesrnas. 

4. Mening·katkan dan Me_nda.vaguna~an . s:u'r'ber Oaya KtJsehatan 

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, sumber daya 
kesehatan. p·erlu ditingkatkan dan didayagunakan, yang meliputi sumber 
daya man usia kesehatan, pembiayaan. kesehatan, serta sediaan· farmasi 
da'n alat -kesehatan. s·umber daya kesehatan meliputi pula penguasaan 
ilmu pengetahvan dan teknologJ kesehatan/.kedokteran, serta data dan 
informasi yang makin p-enting-peranannya. 
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Tenaga kesehatan yang bermutu harus tersedla secara mencukupi, 
terdistribusi secara adfl, serta termanfaat-kan s.ecara berhasil-guna dan 
berdaya-guna. 

Pembiayaan kesehatan yang bersumber dari masyarakat, swasta, dan 
pemetintah harus tersedia dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi 
secara adil, d~n termanfaatkcin secara. berhasil-guna serta berdaya-guna. 
Jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional demgan prinsip 
asuransi sosial dan prinsip ekuitas, bertujuan untuk menjamin agar 
peserta memperoleh· manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan 
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. 

" 
Sediaan farmasi, alat kesehatan dan· makanan yang aman, bermanfaat 
dan bermutu .harus tersedia secara merata serta te~angkau oleh seluruh 
lapisan masyarakat. Upaya daJam meningkatkan ketersediaan tersebut, 
dilakukan dengan upaya peningkatan rnanajemen, pengembangan dan 
penggunaan teknologi dl bidang sediaan farmasi, alat kesehatan dan 
makanan serta pengawasan pre market dan post market sediaan farmasi , 
alat kesehatan dan- makanan yang komprehensif. 

IV. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG BIDANG KESEHATAN '2005-
2025 

A. TUJUAN DAN SASARAN 

1. Tujuan 

Tujuan pernbangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2025 adalah 
meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi 
setiap orang agar · perringkatan derajat . kesehatan .masyarakat yang 
setinggi-tingginya dapatterwujud, melafui terciptanya masyarakat, bangsa 
dan negara Indonesia · yang dltandai oleh penduduknya yang hidup 
dengan perilaku d.an dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk 
men'jangkal,l pelayanan kesehatan yang ·bermutu, secara. adil dan merata, 
serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh 
wilayah Republik Indonesia. 

2. Sasaran 

Sasaran pembanguriC!n keseliatan yang akan 'dicapai pada tahtm 2025 
adalah tneningkatnya .derajat kesehatan masyarakat, yang ditunjukkan 
oleh indikator dampak yaitu: 

Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dari 69 'tahun p~da tahun 2005 
menjadi 73,7 tahun pada tahun 2025. 
Menurunnya Angka K~matian Bayi dari 32,3 per 1.000 kelahiran hidup 
pada tahun 2005 menjadi t5,5 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 
2025. 
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Menurunnya Angka Kematian lbu ·da·ri 262 per 100.000. kelahiran hid up 
pada tahun 2005 menjadi 74 per 10d,OOO kelahiran hldup pada tahuri 
2025. 

Menurunnya prevalensi gizi. kurang pad a balita .dari 26% pad a tahun 2005 
menjadi 9,5% pada tahun 2025, 

B. STRATEGI PEMBANGUNAN KESEHATAN 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi 
· pembangunan kesehatan yan9 akan ditempuh sampai tahun 2025 adalah: 

1. Pernbangunan Nasional Berwawasan Kesehatan 

Pernbangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu 
hak dasar rakyat yang sangatfundamerltal. Pernbangunan kesehatan juga 
sekaligus sebagai investasi pembangunan nasional, dt:mgan demikian 
pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional. 
Dalam kaitan ini pembangunan nasional perlu berwawasan kesehatan. 
Diharapkan setiap program pembangunan nasional yang terkait dengan 
pembangunan kesehatan, dapat memberikan · kontribusi yang positif 
terhadap tercapainya ni!ai-nilai. dasar pemba'ngunan kesehatan. 

Untuk terselenggaranya pembangunan nasio.nal berwawasan kesehatan, 
per,lu dilaksanakan kegiatan advokasi, sosialisasi, orientasi, kampanye 
dan pelatihan, sehingga semua pelaku pembangt;~nan nasional 
(stakeh,olders) memahami dan mampu melaksanakan pembangunan 
nasional berwawasan kesehatan. Selain itu perlu pula dilakukan 
penjabaran lebih lanjut dari pembangunan nasional berwawasan 
kesehatan, sehingga benar:-benar dapat oila~sanakan dan diukur tingkat 
pencapaian dan dam·pak yang dihasilkan. 

Dalarn penyelenggaraa.n pembangunan nasional ·berwawas.an kesehatan , 
pen'gembangan hl,lkum kesehatan di masa mendatang menjadi sangat 
periting, untuk menjamin tetWujudnya kepastian hukum, keadilan. hukum, 
dan manfaat hukum. 

2. Pemberdayaan Masyarakat dan Oaerah 

Reran masyarakat dalam pembanguiian kesehatan· semakin penting. 
Masalah kesehatan perlu diatasi oleh masyarakat sendiri dan pemerintah. 
Selain itu, banyak permasa.lahan kesehatan yang wewenang dan 
tanggung jawabnya berada di luar sektor kesehatan. Untuk itu perlu 
adanya kemitraan antar berbagai pelaku pembangunan kesehatan. 
Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat meJiputi: a) penggerakan 
masyarakat; masyarakat mempunyai peluang yang sebesar-besarnya 
untu}< terlibat aktif c;lalarn proses pembangunar.~ kesehatan, b) 
pei')QO(QBI1iSa$ian dalam pemberda¥aan; diJJpayakan agar petan 
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organisasi masyarakat lokal makin berfungsi dalam pembangunan 
kesehatan, c) advokasi; masyarakat memperjuangkan kepentingannya di 
bidang kesehatan, d) .keniitraan; dalam petnberdayaan masyarakat 
panting untuk meningkatkan kemitraan dan partisipasi lintas sektor terkait, 
swasta, dunia usaha dan pemangku kepentingan, e) ~umberdaya; 
diperlukan sumberdaya yang memadai seperti SDM, sistem informasi dan 
dana. 

Untuk keberhasilan ·pembangunan keseflatan, p.enyelenggaraan betbagai 
upaya kesehatan ·harus berangkat dari masalah dan potensi spesifik 
daerah. Oleh karenanya dalam pembangunan kesehatan diperlukan 
adanya pendelegasi~n wewenang yang lebih besar kepada daerah. 
Kesiapah daerah dalam menerima dan menjalankan kewenangannya 
dalam pembangunan kesehatan, sangat dipengaruhi oleh tingkat 
kapasitas daerah yang meliputi perangkat organisasi dan sumber daya 
manusianya, serta kemampuan fiskal. Untuk itu harus dilakukan 
penetapan yang jelas tentang peran pemerintah pusat dan pemerintah 
daerall. di bidang kesehatan, upaya kesehatan ·yang wajib dilaksanakan 
oleh daerah, dan pengembangan serta pemberdayaan sumber daya 
daerah. 

3. Pengembangan Upaya dan Pe.mbiayaan Kesenatan 

Pengembangan pelayanan atau upaya kesehatan, yang me.ncakup upaya 
kesehatan masyarakat dan pelayanan kese'hatan perorangan 
diselenggarakan sesuai dengan kebutuban masyarakat (client oriented), 
dan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, merata, 
terjangkau. berjenja'ng, profesional, dan· bermutu. Pelayanan kesehatan 
bagi masyarakat miskin perlu mendapatkan pengutamaan. 
Penyelenggaraan upaya kesehatan diufarnakan pada upaya pencegahan 
dan peningkatan kesehat_an, tanpa mengabaikan upaya pengobatan dan 
pemulihan kesehatan. Penyefenggaraan up.aya kesehatan dilakukan 
dengan prinsip keniitraan :antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. 

Menghadapi lingkungan strategis pembangunan kesehatan, perlu 
dilakukan reorientasi upaya kesehatan, yaitu yang berorientasi terutama 
pada desentralisasi, globalisasi, .• perubahan · epidemiolbgi, dan 
menghadapi keadaan beneana. 

Pengembangan upaya kesehatan perlu memanfaatkan teknologi 
keset;latanlkedokteran dan informatika yang semakih maju, · ~ntara lain: 
pembwatan berbagai· vaksin; pemetaan dan te.st dari Qen, terapi gen, 
tindakan dengan intervemsi bedah yang minimal, transplantasi jaringan, 
otom~tisasi administr~si kesehatan/kedok-teran, upaya klinis dan rekam 
medis dengan dukungan-komputerisasi, serta telekomunikasi jarak jauh 
(teJe,.health). . ' 
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Oalam 20 tahun mendatang, pelayanan RS terus di-kembangkan dan 
kegiatan-kegiatannya harus bertumpu kepada fungsi sosial yang dikaitkan 
derigan sistem jaminan kesehatan s·osial nasionaL 
Puskesmas harus marnpu '!:nelaksanakan fungsinya sebagai penggerak 
pemberdayaan masyarakat, pusat penanggulangan masalah kesehatan 
dan pusat pelayanan kesehatan primer. 

Pembiayaan kesehatan yang berasal dari berbagai sumber, baik dari 
pernerintah, masyarakat, dan swasta harus mencukupi bagi 

·penyelengga.raan upay,a kesehatan, ,~dan dik~lola secara·: berhasil-guna 
dan berdaya-guna .. Pembi~yaan kesehatan untuk menjaniin terpelihara 
dan terlindunginya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar 
l<esehatan, diselenggarakan secara nasional dengan prinsip asuransi 
sosi'al dan prinsip eku.itas. 

Penting untuk dikembangkan sinergisme, terutama diantara upaya 
kesehatan dan pembiayaan kesehatan berdasarkan prinsip asuransi 
sosial, dengan dukungan pengembangan sumber daya manusia 
kesehatan berbasis. kompetensi, yang dilandas.i oJeh peningkatan etika 
dan hukum. Berbagai organisa.si profesi keseliatan dan pemerintah ~angat 
berperan dalam mengembangkan sinergi dimaksud. 

Peran swasta dal.am upaya kesehatan perlu terus dikembangkan secara 
strategi$ dalam ko'nteks p_embangunan kesehatan secara keseluruhan. 
lnteraksi upaya publik d'ah sektor swasta penfing untuk . ditingkatkan 
secara bertahap. 

Penyelenggaraan pembangunan keseh'atan dimaksud perlu didukung 
dengao peflelitian dalfl pengkajian kesehata.n _yang bersifat mendasar, J.Lias 
dan berjangkau ke depan. 

4. Pengembangan c;lat~ Pemberdayaan. Sumber Daya Manusia 
Kesehatan 

Pelayanan kesehatan yang bermutul merata dan ter-jangkau oleh seluruh 
lapis·an masyarakat tidak akan tetwujud apabila tidak didukung oleh 
sumber daya manusia k~seliatan yang mencukupi jumlahnya, dan 
prof~sional; yaitu 'sumber dcwa man usia . kes·ehatao yang me,ngikuti 
perke·mbar:igan IPTEK, men·erapkan·nilai=nilai moral dan etika profesi yang 
tinggi. Semua ten9ga kesehatan dituntut untuk selalu menjunjung tinggi 
sumpah dan kode etik profesi. 

DaJam pelaksanaao , strategi ini dilaklikan~ perencanaan , kebutuhan dan 
p.enentuari standar l<ompetensi tenaga kesehatan, pengadaan tenaga 
kesehatan, dan pendayaguri'aan tenaga kes·ehatan serta pembina-an dan 
pengawasan sumber daya manusia kesehatan; Upaya pengadaan 
tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pembangunan 
kesehatan dl lnd.onesia dalam era deseratrali~asi dan glebalisasi. 
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Upaya pengadaari ini dilakukan rrtelalt,Ji pendidikan tenaga kesehatan dan 
pelatihan SDM Kesehatan. Pendayagunaan tenaga kesehatan antara lain 
meliputi~ distribusi tenaga kesehatan secara merata dan peningkatan 
karier dari tenaga kesehatan tersebut. Pembinaan dan pengawasan 
tenaga kesehatan dil~kukan melalui peningkatan komitmen dan legislasi 
yang meliputi antara ' lain sertifikasi, uji kompetensi, registrasi, dan 
perijinan (licensing) _,tenaga kesehatan. Dlsamping itu, penting dilakukan 
upaya untuk pemenuhan hak-hak tenaga kesehatan. 

5. Penanggulangan Kbadaan. Oarurat Kesehatan 
. ~ . . 

Keadaan darurat kese.hatan dapat terjadi karena bencana, baik bencana 
alam maupun bencaha karena ulah manusia, termasLik konflik sosial. 
Keadaan darurat ke:sehatan akan mengakibatkan dampak yang luas, tidak 
saja.'pada kehid~:~pari inasyarakat di daerah bencana, namun juga pada 
kehidupan bangsa dan negara. Oleh karenanya penanggulangan keadaan 
darurat kesehatan yang mencakup upaya kesehatan masyarakat dan 
upaya . kesehatan perorangan, dilakukan secara komprehensif, mitigasi 
serta didukung ke~a~ama lintas. sektor dan peran aktif masyarakat. 
Mengir)gat keadaan perkembangan·, kesehatan di Rap!Ja. yang perlu 
perhatian khusus, diadakan Program Nasional Selamatkan Papua (Save 
Papu.a)di bidang kesehatan. 

C. UPAYA POKOK PEMBANGUNAN KESEHATAN 

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan diutamakan bagi penduduk 
rentan, yakni ibu, bayi, anak, usia lanjut dan keluarga miskin yang 
dilaksanakan melalui peningkatan upaya pokok pembangunan kesehatan 
yang terdiri dari: Upaya Kesehatan;. Pembiayaan Kesehatan; Sumber Daya 
Manusia Kesehatan; · Sediaan Farmasi, .Aiat Kesebatan -dan Makanan 
Minuman, Manajemen dan lnformas1 Kesehatan serta · Pemberdayaan 
Masyatakat 

Upaya pokok tersebut dilaksanak·an dengan memperhatikan dinamika 
kependudukan, .epidemfologi penya_kit, perubahan- ekologi dan lingkungan, 
kemajuan IPTEK, globalisasi dan demokratisasi dengan semangat 
kemitraan, dan ke~asarna lintas·sektor. 

Pembangunan kesehat~n diprioritaska.n pad~ pemberdayaan dan 
kemandirian masyaral<at, serta upaya kesehatan, khususnya upaya 
peningkatan dan pericegahan, yang ditunjang oleh pengembangan dan 
pemberdayaan SDM Kesehatan. 
Dalam penyelenggaFaan pembangunan . kesehatan tersebut diberikan 
perhafian khusus kepada pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, 
daerah tertinggal, daerah bencana, daerah perbatasan, daerah terpencil 
termas,uk pulao-pulau ,kecil, dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan 
gender. 
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Untuk menc<:ipai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan sampai 
dengan tahun 2025 dan dengan mempertimbangkan kemungkinan 
ketersediaan sumber daya kesehatan, maka peningkatan upaya pokok 
pembangunan . kesehatari dalam RPJP-K dilaksanakan sesuai dengan 
tahapad rencana pembangunan jangka menengah (RPJM-K). Pentahapan 
RPJP-K dimaksudkan untuk memberikan tuntunan ·bagi penyusunan RPJM
K, yang harus disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan 
pembangunan' nasional bangsa Indonesia. Pentahapan yang diuraikan 
bersifat indikatif dan harus disesuaikan dengan. kondisi nyata pada saat 
penyusunan RPJM-K, ag~r lel:)ih bermanfaat ~an memberikan respons yang 
tepat bagi perkembangan pembangunan kesehatan di Indonesia. 

Pentahapan RPJP-K dalam 4 (empat) periode RPJM-K disusun dengan 
memperhatikan pentahapan RPJP-N sebagaimana ditetapkan dalam 
Undang-undang nomor-17 Tahun 2007,· yal')g antara lain menetapkan: 

Dalam RPJM ke-1 (2005-2009) kesejahteraan masyarakat Indonesia telah 
meningkat yang ditandai dengan . menihgkatnya kualitas sumber daya 
manusia. Peningkatan kualitas sumber daya ma·nusia, antara lain, ditandai 
oleh meningkatnya indeks pembangunan mal"lusla (IPM} dan indeks 
pembangunan gender {lPG) sebagai hasil dari upaya pembangunan 
nasional, termasuk peningkatan kualitas dan akses masyarakat terhadap 
pelayanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan dan . perlindungan 
perempuan .. dan anak, dan pengendalian -jumlah dan laju pertumbuhan 
penduduk. 

Dalam RPJM ke-2 (2010-2014), kesejahteraan masyarakat terus meningkat 
yang ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber 
daya manusia, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi 
masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh 
kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendal inya 
jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan 
antar individu, antar kelompok.masyarakat, dan antar daerah. 

~ ~ ' ·' 

Dalam RPJM ke-3 (2015-20'19) kesejahter.aan masyarakat terus membaik, 
meningkat sebanding deng.an negara-negara berpenghasilan. menengah. 
Kualitas sumber daya manusia (SDM) terus membaik yang ditandai antara 
lain oleh meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyar:akat, 
m~ningkatkan kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, 
kesejahteraan dan perlindungan anak, serta terpenuhinya penyediaan air 
minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. 

Dalam RPJM 'ke-4 (2020-~024) kesejahtera.an masyarakattertis meningkat 
yang ditupjukkan antara lain oleh mantapn,ya SDM berkualitas dan berdaya 
saing yang didukung ole'h meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi 
masyarakat, m~ningkathya :tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan 
perlindt~ngan anak, t¢rw1.:lj.lldnya kesetaraan gender, serta bertabannya 
kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. 
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Pentahapan RPJP-K dalam RPJM-K secara indikatif adalah sebagai berikut: 

1. RPJM-K ke-1 (2005-2009) 

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkat-kan akses dan mutu 
pelayanan kesehatao. .~ · 

Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, perhatian khusus diberikan 
pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan Anak, pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat miskin, penanggulangan penyakit dan gizi 
buruk, penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana, dan 
pelayanan .kesehatan di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan daerah 
perbatasan. Peningkatan akses masyarakat terhadap p_elayanan 
kesehatan perorangan yang bermutu, dilakukan dengan lebih 
mengoptimalkan kemampuan P1:1skesmas dan kualitas pelayanan di 
rumah sakit, serla sistem rujukannya. Penanggulangan penyakit menular 
dil!tamakan pada penyakit yang menimbulkan masalah kesehatan 
masyarakat dan rnenurunkan produktivitas penduduk. Upaya 
penanggulangan penyakit tidak menular terus dikembangkan, dalam 
rangka antisipasi permasalahan kesehatan di masa .depan. Upaya 
pembangunan dan perbaikan gizi masyarakat dilaksanakan secara 
optimal sehingga tercapal kecukupan panl';)an di tingkat rumah tangga 
dengan kartdungim gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin 
keamanannya. Penanggulangan keadaan darurat kesehatgn, termasuk 
masalah kesehatan akib.at bencana telah dapat dilakseinakan secara 
komprehensif dengan d~;~kungan kerjasama lintas sektor dan peran aktif 
masyarakat. Penelitian dan pengembangan kesehatan yang bersifat 
mendasar, luas, dan- menjangkau ke depan mulai dikembangkan dan 
dilembagakan. 

Pembiayaan kese_hatan yang bersumber dari pemerintah semakin 
menir~gkat dengan diarahkan pada pemenuhan pembiayaan pada 

· pelayanan kesehatan peror.angan bagi seluruh masyarakat rentan dan 
keluarga miskin (peoerima bantuan iuran/PBI). 
Pembiayaan untu~ ,pelayanan kesehatan· perorangan bagi masyarakat 
rentan dan penduduk mi.skin mulai dikembangkan ke arah cara pra
upaya. Pembiayaarr \lntuk · pelayanan kesehatan perorangan pada 
kelompoJ< formal/ penerima upah· dan kelompo.k informal dengan cara pra-
upaya ter~S' didorong dan ditingkatkan. · · · 
Perrioiayaan kesehatan yang bersumber dari masyarakat dan swasta 
terus didor.ong · ag,ar $emakin , meningkat. · Pembiayaan. kesehatan 
bersu·mber pemerintah difokuskan pada pencapaian sasaran prioritas 
pembangunan kesehatan dengan p·embiaya:an pelayanan kesehatan 
masyarakat yang se.makin_ meni~gkat ~an proporsional. 

· Pempelan;aan dana kesehatan untuk pelayanan kesehatan perorangan 
balk ber.sumber dari pembiayaan pemerintah maupun rnasyarakat 
dilaksanakan secar:a efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan 
pelayanail ,terken<;1aiL Petnbelanjaan kesehafan untuk upayli! kes.ehatan 
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masyarakat diarahkan kepada upaya peningkatan dan pencegahan untuk 
mengatasi masalah kesehatan utama~ Bantuan sosial telah diberikan 
kepada masyarakat miskin dan tidak mampu dalam b'entuk jaminan 
pemeliharaan kesehatan, 

Pemenuhan kebutuhan Sumberdaya Manusia (SDM) Kesehatan, 
terutama untuk pelayanan kesehatan di Puskesr:n:~s :dan jaringannya, 
termasuk bidan di perdesaan dan Ruman 5ak1f Kat>upaten/Kota sebagian 
besar telah terpenuhi. 
Kemampuan per~ncanaan SDM Ke.sehatan pada tingkat pusat dan di 
beberapa provinsi telah meningkat dan mampu meriyusun rencana 
kebutuhan SDM Kesehatan secara lengkap-qan rinci. Dalam pengt;ldaan 
SDM Kesehatan penguatan pendidikan tenaga kesehatan· dan pelatihan 
SDM Kesehatan dilaksanakan agar sesuai dengan kebutuhan 
pembangtman kesehatan. Pe[atihan tersebut terutama meliputi pelatihan 
teknis, fungsional dan mi;lnajemen kesehatan. Dalam pendayagunaan 
SDM Kesehatan rencana distribt.lsi · .SDM - Kesehatan dan rencana 
penguatan manajemen karier $DM Kesehatan telah disusun. Pembinaan, 
pengawasan, dan dukungan sumberdaya untuk pengembangan dan 
pemberdayaan SDM Kesehatan semakin ditingkatkan antara lain dengan 
meningkatkan koniitmen politik dengan ditetapkarinya sttategi 
Pengembangan dan f?emberdayaan SDM Kesehatan dafam UU 
Kesehatan yang baru. 

Upaya optimalisasi industti farmasi nasio.nal dilaksanakan guna 
meningkatkan distribusr, pelayanan tlan pemanfaatan sediaan farmasi dan 
alat kesehatan derigan inurai meningkatkan kemandirian pada pengadaan 
bahan baku. Pengkajian harga cibat dilakukan -dalam kerangka 
meningkatkan ketedangkauan rnasyarakat terhadap harga obat. 
Rasionalisasi harga obat dapat dilaksanakan. Sarana di.stribus1 obat 
.sektor swasta ditingkatkan, dalam u:p;aya mendekatkan pelayanan obat 
kepada masyarakat deng.an harga yang terjangkau; Pengawasan obat alat 
kesehatsn dan makanan leblh dikembangkan. 

Pada tahap, ini kebijakan dan admihistrasi kesehatan dik.embangkan untuk 
menerapkan dasar-dasar sinergisrne · antara .upaya~upaya . pokok 
pembangunan kesehatan, yaitu upaya k.esehatan, pemtiiayaan kesehatan. 
sumberdaya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan 
rnakanan minuman, serta pemberdayaan masyarakat. Sistem informasi 
kesshatan dalam era desentralisa'Si dibal')gun kembaJi. Df bidang hukum 
kesehatan, dengan berbagai perubahan lingkungan strategi.s balk internal 
maupun eksternai, dilakukan kon&olidasi dan 'penataan kern ball berbagai 
peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang sudah kurang 
sesuai lagi .dengan ,perkembangan. 

Pemberdayaan masyarakat dalarn · pembangunan ke$ehatan terus 
djtingkatkan, sehingga peran dar:r · kontribusi masyarakat dalam 
pembangunan kesehatan meningkat 

24 



t 

M£NT£RI KESEHATAN 
' RiPUBUK INDONESIA 

Edukasi kesehatan lebih ditingkatkan dalam upaya memberikan 
pengetahuan, k.emauan dan kemampuan bagi lndividu, kelompok dan 
masyarakat untuk . Qerp~rilaku hid up . bersih dan se'hat Revitalisasi 
berbagai· upaya ~esehatan . berbas.is masyarakat (UKBM) ditingkatkan. 
Penggerakkan kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam 
organisasi kemasyarakatan dilakukan guna mewujudkal;l peran aktifnya 
dalam penyelenggaraan. pembangunan. K~mampuan masyarakat desa 
dalam mengid~ntifikasi dan mengafasi masalah kes~hatan, termasuk 
masalah kesehatan akibat bencana secara dini mulai dikembangkan. 

2. RPJM-K ke-2 (2010-2014) 

Akses masyarakat techadap pelayanan kesehatan yang. berkualitas telah 
leb'ih berkembarig dan 'meningkat 

Dalam upaya mencapai target MDGs di bidang kesehatan 
penyelenggaraan upaya kesehatan ditingkatkan intensitasnya dengan 
tetap memberikan perhatian khusus pada penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan bagi niasyarakat miskin, 
penanggulangan penyakit dan gizi buruk, penanggulangan masalah 
kesehatan akibat bencana, dan· pelayanan kesehatan di daerah terpencil, 
daerah tertinggal, d'aerah perbatasan, serta pulau-pul~u terluar dan 
terdepan. Revitalisasi Puskesmas dilaksanakah ·agar dapat melaksanakan 
upaya . kesehatan ma~yarakat · dan pelayanan · kes~hatan perara'l'igan 
secara serasi dan sinergis sesuai dengan perkembangan IPTEK 
kesehatan. Kualitas pelayanan di rumah sakit dan $istem rujukan terus 
ditirig,katkan. Upaya, penanggulangan penyakit tidak menular telah lebih 
berkembang sejalan dengan meningkatnya penduduk usia lanjut dan 
perubahan pola hidup rttasyarakat. Upaya pembangunan dan p,er.baikan 
gizi masyarakat dilaksanakan d'engan lebih optimal. Upaya 
penanggulangan pencemaran lingkungan lebih ditingkatkan dan 
dikernbangkan lagi. F?enyediaan air minum dan sarana sanitasi da.sar 
su.dah makin menlngkat. Pembangunan berWawasan kesehatan suda:h 
mulai· dilaksanakan secara konsisten oleh semua bidang-bidang 
pembangunan nasional. Penelitian dan . pengembangan kesehatan yang 
mendasar telah .berkembang mendukung upaya pembangunan 
kesehatan. Tekn9Jogi kesehatan lebih meningkat. · 

Pembiayaan kesehatan oersumber dari pemerintah lebih meningkat lagi 
dengan sustaina:bilitas pemenuhan pembiayaan untuk pelayanan 
kesehatan perorangan bagi selcm,Jh masyarakat rentan dan keluarga 
miskin (PSI). Pembiayaan ·kesehatan ·yang 'bersumber dari masyarakat 
dan swasta telah · sem.akin meningkat serta telah ada: upaya kemitraan 
pemerintah dan swasta. Pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah 
telah fokus pada pencApaian prioritas pembangunan ~eseh~tan dengan 
sebagian b_esar pembiayaan pemerintah untuk pelayanan kesehatan 
masyarakat. · · 
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Pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan penduduk miskin 
mula! dilakukan . s~cara pra-upaya dengan prinsip asuransi kesehatan 
sosial yang telah melembaga. Pembi<waan untuk pelayanan kesehatan 
perorangan · secara . kelompok formallpenerima upah telah dilakukan 
dengan cara jaminan kesehatan sosial dan mulai melembaga. 
Pembiayaan untuk. pelayanan kesehatan perorangao kelor;npok informal 
mulai melembaga dan menganut pr:inslp asuransi kesehatah sosial. 
Pembelanjaan dana kesehatan untuk pelayanan kesehatan perorangan 
bersumber dari pembiayaan pemerintah yang dilakukan melalui jaminan 
kesehatan sosial telah dilaksanakan secara efektif,. efisien,. transparan dan 
akuntabel dengan pelayanan terkenoali secara berke$inambungan. 
Pembelanjaan dana kesehatan untuk pelayanan kesehatan bersumber 
dari pembiayaan swasta dan masyarakat semakin efektif, efisien, 
transparan dan akuntabel dengan pelayanan terkendali. Pembelanjaan 
dana . kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat .telah semakin 
mengarah kepada ·upaya peni.ngkatan·;dan pencegahan untuk mengatasi 
masalah kesehatan. 

Pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan untuk daerah terpencil sebagian 
besar telah dipenuhi,, termasuk kepulauan dan daerah perbatasan. SDM 
Kesenatan di pusat dan daerah memiliki kompetensi sesuai profe-si dan 
kebutuhan ditempat kerja. Kemampuan daya saing SDM Kesehatan 
meningkat. Pusat dan semua Provinsi telah mampu melaksanakan 
perencanaan SDM Kesehatan, yang didukung oleh sistem informasi SDM 
Kesehatan. Pendid_ikan dan pelatihan SDM Kesel)atan .dapat berkembang 
sesuai kebutu.han: pemoangunan keset\atan dan terkait •dengan sistem 
pendidikan secara nasional, Standar pelayanan kesehatan dan standar 
kompetensi SDM Kesehatan sebagai acuan dalam penerapan standar 
pendidikan dan pelaksanaan: pendidikan tersebut. Program dlstribusi dan 
rencana penguatan mal"\ajemen karier SDM Kesehatan1 dilaksanakan 
sesuai rencana yang. ditetapkan. Organisasi profesi, komponen 
masyarakat dan sektor lain terkait makin berperan dalam pembal'lgunan 
kesehatan. Pembinaani pen_gawa~an; monitoring dan penilaian terhadap 
SDM Kesehptan telah berjalan dengan efektif. Slnergisme antara 
pembinaan, pengawasan perencanaah, pendayagunaan dan pengadaan 
SDM Kesehatan mak.in . meningkat. Qukungan sumber daya. . untuk 
Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan telah makin 
rneningkat. Dukungan peraturan perundang-undang~n untuk 
peng~mbangan dan · pemberdayaan SDM Kesehatan dapat makin 
ditingkatkan, 

lndustri farmasi na·sional sudah -optimal dan telah dapat menyediakan 
sediaan farmasi dan alat kesehatan, khususnya dalam memenuhi 
kebutuhan dalarn negerL Pernerintah mulai memfasilitasi pengadaan dan 
memproduksi b:ahan baku obat. Harga obat lebih terjangka~;;~ olen 
masyarakat. Stand~r produksi se.<;liaan farmasi nasional telah· memenuhi 
standar internasional. Pendistribusian, pelayanan, dan pemanfaatan 
perbekalan .kesehatan telah memenuhi kebutuhan, yang menjamin 
ket~.t'$ediaar.t ,obat, khususnya obat generil< di masy;arakat. · -
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Pengawas~n obat; alat kesehatan dan makanan lebih berkembang lagi. 
Telah terbentuk laboratorium unggulan yang menerapkan standar 
internasional. 

Kebijakan dan administrasi kesehatan dapat lebih mendukung 
terwujudnya sinergisme antar berbagai upaya pokok pembangunan 
kesehatan telah mulaj berkembang. S.istem ·informasi kesehatan telah 
dapat dibangun dengan baik. Sistem pencatatan dan pelaporan termasuk 
rekam medis dengan dukungan kotnputerisasi dan telekomunikasi jarak 
jauh sudah makin ·berkembang. Hukum dan perundang-undangan di 
bidang kesehatan telah mulai tertata dengan baik. 

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan telah lebih 
meningkat, sehingga peran dan kontribusi masyarakat dalam 
pembangunan keseh·atan terus berkembang. Pelibatan aktif masyarakat 
dalam proses pemb'angunan kesehatan makin .berkembang. Pendidikan 
kesehatan terus ditingkatkan dengan berbagai inovasi, dalam upaya 
mewu'jl.idkan pengetahuari, · kemauan dan kemampuan bagi individu, 
kelompok dan .masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. 
Per,ilaku individu, keloinpok dan masyarakat yang mendukung kesehatan 
telah lebih berkembang dan dilaksanakan secara konsisten. Berbag·a; 
upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) yang ada telah kembali 
mampu melakukan .kegiatan dan fungsinya._ Penggerakkan kelompok
kelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan 
terus ditingkatkar:~. ,P~ran aktif dan kontribusi organisasi kemasyarakatan 
dalam pemt;>angunan kesehatan telah lebih nyata. · Kemampuan 
masyarakat de~a · dalaril mengidentifikasi' dan mengatasi masalah 
kesehatan, termasuk masalah kesehatan akibat bencana secara dini telah 
lebih berkembang. 

3. RPJM-K ke-3 (2015-2019) 

Akses masyarakat terha·dap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah 
mulai mantap. 

Penyelenggaraan upaya ~esehatan · te~ap memberikan perhatian khusus 
pada golongan penduduk rentan, seperti ibu, bayi, anak, manusia usia 
lanjut, masyara~at miskin serta masyarakat pekerja sektor informal. 
Puskesmas telah dapat melaksanakan upaya kesehatari secara serasi 
dan sinergls sesuai dengan perkembangan IPTEK kesehaian. Kuellitas 
pelayanan di rumah sakit dao sistem rujukan telah meningkat. 
Penanggulangan, penyakit menular telah meningkat dan mulai mantap. 
Upaya penanggvlangah pe.nyakit ti.dak menular sudali mulai mantap. 
Sejalan dengan itu pelayanan kesehatan geriatrl mulai dikembangkan. 
Pembangtman dan perbaikan gizi masyarakat telah optimal. Upaya 
penanggulangan pencemaran lingk\Jngan telah ~berkembang . Penyediaan 
air minum dan . saraAa $anitasi dasar sudah memenuhi kebutuhan 
masyarakat. 
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Pembangunan na$iOnal berwawasan kesehatan sudah dilaksanakan 
secara konsisten oleh semua bidang~bidang pembangunan nasional. 
Wilayah sehat telah lebih berkembang dan merupakan kebutuhan dari 
masyarakat, yang didukung dengan penyediaan air minum dan sarana 
sanitasi dasar yang lebih · merata, serta pengendallan dampak risiko 
pencemaran lingkungan yang dise!enggarakan bersama masyarakat. 
PeneUtian dan p·engembangan kesehatan yang menghasilkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi kesehatan terus mel)ingkat dalam mendukung 
upaya pembanguna·n kesehatan. 

Pembiayaan kesehatan bersumber dari pemerihtah lebih meningkat lagi 
dan mendekati besaran ideal preporsional terhadap anggaran 
pembangunan pemerintah dan terjaga ke·sinambungannya dengan 
pemenuhan pembiayaan untuk pelayan.an kesehatan perorangan seluruh 
masyarakat rentan · dan k~luarga ·miskin dengan nilai per kapita yang 
memadai. Pembiayaan kesehatan yang bersumber dari masyarakat dan 
swasta telah semakin meningkat serta telah ada upaya .Pelembagaan 
kemittaan pemerintah dan .~wasta. Pernbiayaan kesehatan bersumber 
pemerintah terah foku~ pada pericapaian prioritas pembangunan 
keseh.atan dengan sebagian besar pembiayaan pemerintah untuk 
pelayanah kesehatan. 
Pemblayaan untuk. pelayanan kesehatan perorangan sebagian besar 
penduduk telah dila·kukan secara pra~upaya melalui jaminan kesehatan 
sosial yang telah melembaga dalam satu kesatuan prinsip 
penye!enggaraan dan· berskala nasional. Pembiayaan kesehatan 
bersumber pemerintah sebagian besar digunakan untuk pelayanan 
kesehatan masyarakat disamping untuk pembiayaan pelayanan 
kesehatan peroranga·n bagi masyarakat rentan dan keluargt~ miskin 
Pembelanjaan dana kesehatan untuk pelayanan kesehatan perorangan 
bersumber dari pernbiayaan pemerintah, swasta dan masyarakat 
sebagian besar telah dilaksanakan secata efektif, efisien, ,.transparan dan 
akuntabel dengan pelayancim terkendaH secara berkesinamfuungan melalui 
jaminan kesehatan sosial yang telah rnelembaga dalam satu kesatuan 
prinsip penyelenggaraan dan berskala nasional. Pembelanjaan dana 
kesehatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat telah fokus kepada 
upaya peningkatan dan pencegahan untuk mengatasi masalah kesehatan. 

Kebutuhan berbagai ·soM Kesehatan berkualitas· untuk seluruh daerah 
terpencil sudan dapat tercapai. Kemarnpuan daya saing SDM Kesehatan 
makin menlngkat. Semua Kabupaten dan Kota telah mampu mela}<ukan 
perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan, yang didukung oleh Sistem 
lnformasi .SDM Kesehatan. Siner:gisme pengadaan SDM Kesehatan, 
termasuk pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan SDM Kesehatan 
dengan sistem_ pendidikan nasional telah terwujud. Berbagai kompetensi 
SDM sesuai kebutuhan pembangunan kesehatan. Adany.a percepatan 
pelaksanaan program distribusi dan manajemen karier SDIVI Kesehatan. 
Organlsasi profesi, komponen ·masyarakat dan sektor lain terkait bea:peran 
penting dalam pembangunan kesehatan. 
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Pembinaan, pengawasan, monitoring dan pen·ilaian terhadap SDM 
Kesehatan berjalan dengan efektif. dan efisien. Sinergi antara pembinaan, 
pengawasan, perencanaan, pendayagunaan dan pendidikan tenaga 
kesehatan serta pelat!han SDM Kesehatan dan dengan kebutuhan 
perribangunan kesehatan dapat ~erwujud. Dukungan sumber daya untuk 
pengembangan dan J?emberdayaali~ SDMK ... tE!Iah ,~terpenubi. Sudah 
t~r-sedia dan mulai ailaksanakan . dukungan . peraturan perundang
undangan untuk pengembangan dan pemberdayaan SDMK. 

lhdustri farmasi na.sional tidak saja dapat memenuhi kebutuhan obat 
dalam negeri, namun mulai mampu bersaing untuk mengekspor obat 
keluar negeri. Produksi bahan baku obat di dalam negeri telah 
berkembarig dalam mendukung produksi abat; sehingga harga obat dapat 
benar-benar terjangkau oleh masyarakat. Jaminan ketersediaan farmasi 
dan alat kesehatan yang a man dikonsumsi digunakan sec~ra merata dan 
mainpu memenuhi tuntutan mutu penyelenggaraao upaya kesehatail, 
serta teljangkau oleh masyarakat banyak. Keamanan dan mutu obat dan 
perbekalan kesehatan dapat dijamin dengan kuatnya pengawasan obat 
dan makanan. 

Kebijakan dan administrasi kesehatan telah dapat sepenuhnya 
mendukUI!Q terwujudnya sinergisme dan keterpaduan berbagai upaya 
pokok pembangunan kesehatan; -Sistem informasj kesehatan juga sudah 
mantap. Pengembangan hul<um k~sehatan, d,an praktek serta. aparaturnya 
sudah berkembang deng~n mantap. 

Pemberdayaan masyatakat dalarn pembangunan kesehatan telah 
mantap, sebingga p-eran dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan 
kesehatan telah berkembang dan lebih nyata. Perilaku individu, kelompok 
dan masyarakat yang mendukung kesehatan telah terwujud dan 
dilaksanakan secara berkesihambu-r:Jgan, serta mulai metneerikan dampak 
pada pengendalian masalah kesehatan yang dihadaplnya. Kemampuan 
upaya kesehatan be~basis masyarakat (UKBM) dalam melaklika.n 
kegiatan dan fungsinya semakin bermutu. Peran aktif clan kontribusi 
organisasi kemasyarakatan · dalam pembangunan 'kesehatan telah 
mantap. Kemandii'ia_n masyarakat Clalam mengenal dan merespon 
permas.alahan kesehatan termasuk masalah kesehatan · akibat bencana 
secara iebih dini, semakin nyata. 

4. RPJM.:K ke-4 (2020~2025) 

Akses masyarakat terhadap pelayar:~an kesehatan yang berkualitas telah 
menjangkau dan merata di seluruh wilayah lr:Jdonesia. 

Upaya ke.sehatan . t~l_ah dapat dilaksanakan· ctengan be~ualitas, serasi, 
bersiner.gi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan rna$yarakat yang 
setinggi-tingginya. PEmyelenggata~h Lipaya kes~hatan, baik upaya 
kesehatan masyarakat niaupur:i pelayanan kesehatan perorangan tetap 
memberikan perhatian khusws pada golongan penduduk rentan, seperti 
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ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut, , dan masyarakat miskin serta 
masyarakat pekerja sekto~ informal. Pelayanan kesehatan termasuk 
pelayanan obat, telah dapat merespon' kebutuh~m masyarakat. Pelayanan 
kesehatan yang bermutu di Puskesmas dan rumah sakit dan sistem 
rujukannya telah berjalan sesuai harapan masyarakat. Penanggulangan 

· penyakjt menular dan penya~it tidak menular telah dapat dilaksanakan 
dengan mantap dalam mengatasi penyakit yang menjadJ rnasalah 
kesehatan masyarakat. Pelayanan .kesehatan geriatri t~lah berkembang 
dan berjalan dengan efektif. Pembangunan dan perbaikan gizi masyarakat 
telah optimal dan·' dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. 
Pemeliharaan dan pengawasan lingkungan sudah mantap. Penyediaan air 
minum dan sarana sanit;Isi dasar sudah sepenuhnya sesuai dengan 
keperluan .,masyarakat. Penibangunal') nasional berwawasan kesehatan 
telah dapat dilaksanakan sepenuhnya. 

Pembiayaan kesehatan ber:sumbe·r dari Pemerintah telah mencapai 
besaran proporsional yang ideal . te.rhadap anggaran . · pembangunan 
pemerintah dan terjaga kesinamburigannya ' serfa telah melembaga 
dengan pemenuhan · penibiayaan pelayanan kesehatan perorangan bagi 
masyarakat rentan dan keluarga miskin dengan nilai per kapita yang 
memadai. Pembiayaan kes.ehatan yang bersumber dari masyarakat dan 
swasta te!ah semakin mehingl<at serta kemitraan pemerintah dan swasta 
telah melembaga. Penelitian dan pengembangan kesehatan telah dapat 
dilaksanakan secara merata dalam mendukung penyel~nggaraan 
pembangunan kesehatan. 
Pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah telah fokus pada 
pencapaian priorita$ pembangunal') kesehatan dan sepenuhnya 
digunakan untuk up·aY,;;l kesehatan rnasyarakat disamping pembiayaan 
pelayanan kesetiatat~ .per:.orangan bagi masyarakat rentan dan keluarga 
miskin. Pembiayaan p~layaoan k~s~hatan perorangan seluruh penduduk 
telah dilakukan secara pra•upaya rnelalui jaminan kesehatan sosial· yang 
telah melembaga dalam satu kesatuan prinsip penyeien·ggaraan dan 
berskala nasional 
PembeJanjaan kesehatan untllk upaya kesehatan masyarakat bersumber 
dari pembiayaan pemerinta:h, swasta dan masyarakat seluruhnya telah 
dilaksanakan secara efekfif, efisien, transparan dan . akuntabel dengan 

. pelayanan terkendali secara ' berKeslnar:nbungan;. Pembelanjaan 
kesehatan untuk upaya ke.sehatan ma~yarakat telah fok~s kepada .upaya 
Ji>enceganan dah peningKatan untuk. merigatasi masalab kesehatan yang 
utama melalui pelernbagaatl. 

Pemenuhan seluruh·. kebutuhan SDM Kesehatan berkualitas dapat 
tercapai melalui pengernbangan dan ,pemberdayaan SDM Kesehatan. 
Kemamp.uan daya saing SDM Kesehatan telah mantap. Kemampuan 
perencanaan SDM Kesehatan telah b:erkembang .dengan didukung oleh 
s.istem informasi st>M kesehatan yang. efektif dan efesien. Pengad<ran 
SDM Kesehatan dapat menghasilkan semua SDM Kesehatan yang 
mempunyai korope.tensi ·sesuai kebutuhan pembamg1,1nan kesehatan. 

30 



' ' 

• 

MENTERI•KESEHATAN 
REPUBUK INDdNESIA 

Pelaksanaan program distribusi dan manajemen, karier SDM Kesehatan 
juga telah mantap. Organisasi profesi, koillponen masyarakat dan sektor 
lain terkait berperan makin mantap, dalam pembangunan kesehatan. 
Perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan, dan 
pengawasim terhadap SDM Kesehatan lebih dimantapkan. Sinergi antara 
pembinaan, pengawasan, perenoanaan, pendayagunaan dan pendidikan 
serta pelatihan SDM Kesehatan dan dengan kebutuhan pembangunan 
kesehatan dapat terwujud dengan efektif dan efesien. Dukungan sumber 
daya untuk pengembangan da.n pemberdayaan SD~ Kesehatan telah 
·terjair)in kesinarril5urfgannya. ..Pela-ksanaan" p~taturan perundang
undangan untuk mendukung PPSDMK sudah mantap. 

lndustri farmasi nasional telah berkembang dan mampu berdaya saing 
regional dan global. Produksi bahan baku di dalam negeri telah da.pat 
memenuhi sebagian besar kebutuhan industri ·obat. Obat murah dan 
berkualitas, dengan mudah telah sepenuhnya dapat diakse·s oleh 
masyarakat Jaminan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang 
aman telah merata dan mampu m~menuhi tuntutan mutu 
penye]enggaraan upaya kesehatan. · 

Semua unsur manajemen kesehatan yang ferdiri da·ri kebijakan· dan 
administrasi kesehatan, sistem informasi kesehatan, dan hukum 
kesehatan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan, telah dapat 
dilaksanakan secara mantap dalam mendukung penyelenggaraan 
pembangunan kesehatan. · 

Kemandirian masy~rakat sudah sepenuhnya.memberikan kontribusi yang 
bermakna bagi pepyelenggaraan pembangunan kesehatan dan. 
pembangunan nasional · berwawasan kesehatan. Perilaku individu, 
kelomp.ok dan masyarakat telah dilaksanakan secara konsisten, serta 
memberikan dampak pada. upaya pemeliharaan kesehatannya. LJpaya 
kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) telah mampu mendukung upaya 
peningkatan kesehatan masyarakat. Kesinambungan dan kemantapan 
peran aktif dan kontribusi organisasi · kemasyarakatan dalam 
pembangunan kesehatan telah terwujud. Kemandirian masyarakat dalam 
merig~rlal dan merespan permasalahan .kesehatan fermasok masalah 
kesehatan akib:at bencana secara lebih dini,. telafr terwujud dan 
berkesioambungan .. 

Dengan merttperhatiki=ln pentc:~hapan upaya p.okek pembangunan kesehatan 
tersebut di atas, maka .dalam penyusunan RPJM·K setiap tahapannya perlu 
pula ditetapkan pentahapan sumber daya pencftikung dan hasil keg'il:ltan 
sebagai berikut : 

1. Semua desa telah menjadi De.sa Siaga aktif, yang mempunyai minimal 
sebuah Pos Kes~hatan Desa. 
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2. Semua kecamatan ·~ telah memiliki minimal ··· sebuah Puskesmas yang 
melayani rnaksimal 30.000 penduduk dan dilengkapi dengan fasilitas 
sanitasi dasar yang memadai. 

3. Semua kabupaterr/kota telah memiliki minimal Rumah Sakit setara Rumah 
Sakit Umum kelas C. 

4. Semua desa telah memiliki tenaga bid an yang kompeten. 

5. Semua Puskesmas · telah memiliki minimal seorang .tenaga dokter dan 
tenaga kesehatan tainryya sesuai sfandar. · 

6. Semua rumah sakit kabupaten/kota telah memiliki minimal empat tenaga 
do.kter spesialis dasar (dokter spesialis kebidanan dan penyakit 
kandungan, dokter · spesialis anak, dokter spesralis bedah, dan dokter 
spesialis penyakit dalam), dan empat tenaga dokter spesialis penunjang 
(dokter spesialis anestesi, radiologi, rehabilitasi medik oan patologi klinik). 
Rumah sakit tersebut telah terakreditasi minimal dalam lima pelayanan 
spesialistik. 

7. Semua Pos Kesehat<im' . D'esa, Puskesmas, dan Rumah Sakit 
Kabupaten/Kota .didukung dengan biaya operasiohal yang memadai. 

8. Pembiayaan kesehatan dapat diupayakan minimal 5% dari PDB. 

9. Semua Rukun Warga/lingkungan telah memiliki minimal satu Posyandu 
aktif yang melaksanakan kegiatan minimum sebulan sekali. 

10. Semua desa mampu rnengenali dan mengatasi masalah kesehatan 
seternpat secafa dinl ·ses1:1ai kompetensinya. · · 

11. Semua kejadian lua'r biasa (K~B)Iwabah penyak~ da_n masalah kesehatan 
akibat ben~ana dapat ditanganl kurang dari 24Ajam. 

12. Penanganan penyakit' wabah pada fasilitas pelayanan kesehatan dapat 
menekan angka kematiannya dibawah 1%. 

13. Tingkat kesembuhan penyakit Tuberculosis dapat dipertahankan sebesar 
90%. 

14. Semua Puskesmas perawatan telah mampu melaksanakan pelayanan 
obstetri neonatal einergensi dasar (PONE D). 

15. Semua Rumah Sakit Kabupaten/Kota telah mampu melaksanakan 
pelayanan obstetri ne~matal emergensi komprehensif (PONEK). 

16. Semua keluarga telah menggunakan air bersih dan fasilitas sanitasi dasar. 
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17. Semua keluarga telah menghuni rumah yang memenuhi syarat 
kesehatan. ·· 

18. Semua desa telah mencapai universal coverage immunization (UCI). 

19. Semua persalinan telah ditolong oleh bidan atau tenaga kesehatan yang 
memiliki kompetensi kebidanan. 

20. Semua penduduk Indonesia telah dicakup olen Sistem Jaminan 
Kes.ehatan Nasional. ' 

21 . Seluruh. sarana produksi sediaan farmasf, alat kesehatan, dan makanan 
memenuhi GMP (Good Manufacturing Practice). 

22. Seluruh sarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan 
memenuhi GOP (Good Distribution Pr:actice). 

23. Seluruh label dan iklan/promosi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan 
maKanan memenuhi persyaratan. 

V. KEBUTUHAN SUMBER DAYA 

Untuk dapat melaksanakan upaya pokok pembangunan kesehatan diperlukan 
sumberdaya kesehatan yang memadai, terutama meliputi: 
A. Sumb.er Daya Manusia Kesehatan . . · 
B. Pembiayaan Kesehatan 
C. Sediaan Farmasi, Alat Ke:s.ehatan dan Makanan 
D. llmu Pengetahuan .dan Tehnologi Kesehatan (IPTEK) 

A. SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 

Sumber Daya Manusia (SOM) Kesehatan adalah tenaga kesehatan profesi 
dan non profesi serta tenaga pendukung/penuhjang kesehatan, yang teJiibat 

. dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya yang bertujuan untuk 
meningkatkan kesehatan,masyarakat · 

Tenaga kesehatan profesi adalah tenaga kesehatan yang telah melalui 
pendidikan vokasi atau pendidikan akactemis d.an profesi di bidang 
kesehatan. Sedangkan tenaga kesehatan non profesi adalah ten-aga 
kesehatan yang telah melalui pendidikan vokasi, pendidikan akademis tanpa 
melalui pendidikan profesi dalam bidang kesehatan 

Tenaga pendukung/penunjang kesehatan adalah setiap tenaga y;ang telah 
memiliki ijasab pendidikan voka.si atau pendidikan akademis dan profesi 
pendidik~n d.i luar kesehatan dan mengabdikan dirinya d.i bidang kesenatan 
sesuai keahliannya s.etti:i 1el'laga. lainnya, yang telah mengikut1 pelat1han di 
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bidang kesehatan sesr.ia·f dengan kompetensi yang diblituhkan dalam 
mendukung penyelenggaraan pembangunan/pelayanan kes~hatan 

Pembangunan kesehatan · harus didukuog dengan pemenuhan seluruh 
kebutuhan SDM Kesehatan yang berkualitas, memiliki kemampuan 
perencanaan yang mantap dengan didukung oleh sistem informasi SDM 
Kesehatan yang efektif dari efisien. 
Program distribusi dan mahajemen karier SDM Kesehatan juga harus dapat 
dilaksanakan dalam . rangka mendukung , pemerataan dan. peningkatan 
pelayanan . kesehatan. ·""· 01e.h karena• · ··itu dibwtuhkan upaya-upaya 
perencanaan, pengadaan p.endayagunaan, pembinaan dan pengawasan, 
SDM Kesehatan yang efektif dan efisien. 

B. PEMBIAYAAN KESEHATAN 

Guna mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan juga 
dibutuhkan pembiayaan · kesehatan yang dapat menjamin kecukupan, 
pembelanjaan, ekuitas, portabilitas, berkelanjutan, efektif dan efisien, 
akuntabel, subsidiari~as dan flek~ibilitas, . . . 
Pembjayaan kesehatan merupakan suati.i proses yang . terus-menerus dan 
terkendali, agar tersedia dana kesehatan yang memadai dan 
berkesinambungan, yang bersumber dari masyarakat, pemerintah, dunia 
usaha, dan sumber lainnya. Perencanaan dan pengaturan pembiayaan 
kesehatan merupakan hal_ yang penting agar dapat dimobilisasi sumber
sumber dana kesehatan, mengalokasikannya secara rasional serta 
menggunakannya secata efrsien dan efektif serta diarahkan pada hal-hal 
pokok yakni kesinambungan pembiayaan program kesehatan prioritas, 
menghilangkan hambatan biaya untuk mendapakan pelayanan kesehatan 
dikarenakan pembiayaan tunai perorangan, pe·merataan dal~un akses 
pelayanan, peningkat~m efisiensi dan efektifitas alokasi sumber' daya serta 
kualitas pelayanan. Pembiayaan kesehatan yang ,mengutamakan 
pemerataan serta .berpihak kepada masyarakat mi,skin akan mendbreng 
tercapairiya akses yang qrilversal. · 

Arah kedepan, pengalokasian pembiayaan kesehatan. yang berswmber 
pemerintah diharapkan tic;fak, lagi membiayai pelayanan kesehatan kuratif 
dan rehabilitatif, sehingg.a sepenuhnya dapat membiayai upaya kes.ehatan 
peningkatan dan up~ya · kesehatan pencegahan. , Pem~tintah hanya 
membiayai upa~a kesehatan kuratif dan rehabil.itatif bagi masyarakat rentan 
dan miskin, yang dikelola mel,ah.:ri sistem jaminan kesehatan. Pengelolaan 
pembiayaan kesehatan melalui sistem jaminan kesehatan na~ional 
diharapkan telah mantap, Semua pendwduk_juga diharapkan dapat dicakup 
dalam Jaminan kesehatan nasioilal. 

C. SEDIAAN FARMASI, ALATKESEHATAN .DAN MAKANAN 

Sediaan . farmasi, alat .kesehatan dan makanan adalah tatanan yang 
menghimpt,m berbagai upaya yang berkaitan untuk menjamin keamanan, 
khasiat/kemanfaatan, mt.it!J sediaan fatmasi, alat kesehatan dan makanan, 
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ketersediaan dan keterjangkauan cbat, · terutama obat esensial serta 
digunakan secara rasicnal dalam penyelenggaraan .upaya kesehatan. Yang 
dim.aksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, 
dan kosmetika. 

. .. 
. . .. "' . . . . ' 

Gun a menjamin ketersed)aan· dan keterjangkauan -sediaan:farl)'lasi dan alat 
kesehatan yang . bermutu dan aman, niaka . dalam penyelengga(aannya 
diperlukan upaya-upaya'"''yang dapat memberikan jaminan keamanan dan 
kualitas, responsif terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat dan 
perorangan, menjunjung tinggi prinsip transparansi, cost efective dalam 
pemanfaatannya, mandirl ldalam mencukupi kebutuhan sediaan farmasi dan 
alat kesehatan dan berorientasi pada klien dengan mempertimbangkan 
kearifan lokaL · . . . . 
Dimas'i:t•mendatang, . indh$fri .farinaS:i nasionat •· diharaP,kan"' telali~:, :berkembang 
da'h rnampu. berd,ay.a . sa!og" regional darL glotiaL Ptodukst.;.oahan baku -di 
dalam ·negeri juga dihar:apkan . telah dapat memenuhi sebagian cesar 
kebutuh<!n industri obat:<O.bat mur:ah dan berkualitas, dengan mudah telah 
sepenubnya dapat diakses oleh masyarakat. Jaminan ketersediaan sediaan 
farmasi dan alat' .kesehatan yang amart .tetah merata dan mampu memenuhi 
tuntutan mutu penyelenggaraan upaya kesehatan. 

D.ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KESEHATAN 

Pengembangan llitlu P~ngefahuan dan T~k~otog( (lptek)"Kes~h~tan spngat 
diJ?erlukan untuk m~mpertajam p.erien:tuan . prioritas · penyelenggaraan 
pembapgunan kesehatan .. 'Oieh: Karemi itp dibuti;lhkan berbag.af upaya dalam 
menumbUhkan Kemampuab m.ehdaya:gunakah dan memanfaatkan kem~juan 
tlmu Pengetahuan. dan Teknologi Kesehalan . · dalam rangka -niendukung~ 
terw.ujuclnya peningkatar:~ . derajat keseti'atah rnasyarakat yang setinggi-
tir:~gginya . · · · · · · 
Pemanfaatan kemajuan;' llmu Pengefahuan;,dan Teknologj·Kesehatan dapat 
dilakukan ' melaJLii pempentukan daya· inovasi _dalam mentra'l)~formasikan 
kemajuan . Umu· Pengeta~uan ., dan Teknolag !_ ,Kesehatan menJadi produk 
layi:man ;kesehatan, bail(<u(ltuk · memenrthf"Rebutubarr ·mas,y,araKat ·terhadap 
jenis pelayanan kesel:uilt.an r'naupun untuk mengantis.ipasi peluang pas.ar 
global. Keunggulan dan kemandirian peng~mbangan ltmu Pengetahuan dan 
Teknologi Kesehatan ·. hat>us · ditumbuhki:!'n . untuk ·· menjaga ketaha·nan 
p.embangunan kesehatan nasicmal dari tekanan hegara-negar:a t:naju .yang 
menggunak~n keungt;i,wlan llmu Pengetahuan dan ' Teknologi untuk 
metind.ungi kepentingantiya $endtri. 

Dengan demikian ;penibangunan l.lmu Pengetl:ihuan dan Teknologi 
Kesehatan -harus diaral;lkao untu.k . metlir'\"Skpfl<~r:r ~anai taml;rah·, dan mut.u 
penyetenggar~an pembangl!nan kesehatah'' riasion~1. • baik~ i.Jntuk memenuhi 
kebutuhan .pelayanao · ~esehatan masyara·kat maupun' Untok ·.· keperluan 
memperbe.l?ar kemampuan:daya sain'g sektor:ke~sehatan di era gtobalisasi. 
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Dalam mendukung tercapainya kemajuan llmu Pengetahuan dan Teknologi 
Kesehatan, maka dlpei'lukan langkah-langkah terpadu dan berkelanjutan 
melalui berbagai kegiatan antara Jain: 

1. Peningkatan mutu dan kapasitas penelitian dan kajian bidang kesehatan 
dalam menyedi·a·kan masuka(T dan rekomendasi · bagi pengembangan 
program pembangunan kesehatan. . 

2. Pengembangan sistem pendidil<an tenaga kesehatan dan pelatihan SDM 
Kesehatan untuk menibentuk keahlian dan keterampilan· SDM Kesehatan 
di bidang-bidang teknologi yang strategis serta mengantisipasi timbulnya 
kesenjangan keahliM sebagai akib.at kemajuan teknoJog r. 

3. Pemberdayaan dan k~terllhatan sektor swasta bidang kesehatan melalui 
intensitas kemitraan · penelitian d~m kajian . dalam pendayagunaan 
kemajuan llmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan. 

4. Pengembangan sarana, prasarana dan jaringan sistem informasi 
kesehatah untuk. meiJdorong pengembang·an standar dan mutu pelayanan 
kesehatan. . ,., 

VI. PENGAWASAN DAN PE.NSENDALIAN 

Pengawasan penyelenggaraan RPJP-K ada)ah suatu proses pengamatan 
yang meliputi pemantauan dan penilaian terhadap 
p.elaksanaan/penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan 
rencana, ketentuan perunda!lg-undangan· dan kebijakan yang ditetapkan. 

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerihtafian1RPJP-K, diperlukan untuk 
mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, efektif serta efisitm. 
Pengawas~n diperlukan untuk menjaga pelaksanaan kegiatan s·esuai dengan 
rencana serta ,peraturanperundangan yang telah ditetapkan. 

Pengawasan dapat dilaklikan secara langsuhg yaitu mendatangi obyek yang 
menjadi sasaran pengawasan dan pengawasan tidak langsung yaitu dilakukan 
pengujian dan penilaian atas laporan penyelenggaraan pembangunan 
kesehatan. 

Pengawasan ,.penyelenggara'an RPJPK melip.uti pengawasan internal, 
pengawasan ekstemal dan pen·gawasan rt\asyarakat yang dilaksariakan 
dengan mengacu pad a · norma, yaitu: a) Obyektif, ptofesional dan tidak 
mencari-cari kesalahan ;b) Terus menerus untuk hasil yang 
berkesinampungan; c) EfeRtif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang 
cepat dan tepat; d) Mendidik dan d.inamis, 

Untuk mewujudkan praktik.:praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang 
baik (good governance), dalam pelaksanaannya mempunyai karakteristik, 
yaitu: partisipasi, kepastian hukum~ transparansi, responsif, keadilan, 
efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas. 
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Pengendalian dalam penyelEmggaraan RPJI='K Tahun-2005-2025 adalah ofeh 
pemerihtah, baik ~pemerih'tah pus at. maupun penierintah daerah;. lintas sektor 
dalam lingkup pemerintahan baik di pusat maupun. daerah 

Pengendalian penyefeng_g~raan. RPJPK meliputi ·pemantauan, supervisi dan 
tindak, Janjut terhadap .penyin'ipangan pen~apaian upaya pokbk pembangunan 
kesehatan. 

Penyelenggaraan RPJPK 'dilakukan dengan mene(apkan prinsip koordinasi, 
integrasi;- dan sinkroriisasi,l serta dengan ke~asama yang shiergis antar para 
pih<:~k, .dalam semangat kernitraan. Untuk mewujudkan . ke~asama yang 
sinergis antar semua pelaku pembangunan kesehatan gurta me11capai tujuan 
dan sasaran yang telah.~ ditetapkan, · maka .RPJPK perlu di~osiallsasikan 
kepada semua: para pihak/pelaku penyefenggaraan pemoang·uMn kesehatan. 

RPJPK ini merupakan acuan bagi masyarakat dalam melakukan peran 
aktifnya dalam pembang!JI'lah kesehatan 

RPJPK ' ini juga merupaKan .·· acuan bagi _lintas ·· sektor .datam lingkup 
pemerintahan bail< ~H pus at ma~Jp.un ai · daeratl dalam perencanaan, 
pelaksc;~naan, dan pengen.dalian berbagai kegiatan · pembari'gunannya, baik 
yang secara langsul)g ·berkaitan dengan ~esehatan, rnaupun kegiatan 
pemban·gunan sektor masing-masing yang berwawasan kesehatan. 

Pengawasan dilaksanakan pada setiap tingkatan sesuai fungsi tugas, untuk 
menjaga arah pembangunan .dan good governance. Aparat pengawas seperti: 
BPK, BPKP d~n ltjen akan rnelaksanakM tugas sesuai tupoksinya termasuk 
peogawasan dleh masyarakat ~an DPR deAgan fungsi pengawasannya. 
Rencam:~ dapat diperbai)d <atau tdisesui:likan bila cJ6umpai · pertJbaha'n 
lingkungan strategis yang ·p'enting sehingga merubah Sistem Kesehatan 
Nasional. · 

Dalam pelaksanaan. RRJPK Tahun 2005 - 2025, secara na$.ional harus 
berpedoman pada Sist.em Kesehatan NasionaL Sedangkan dalam lingkup 
daerah, agar berpedoman pada bentuk dan cara penyelenggaraan 
pembang:unan kesehatan di daerah masing-masing 

VU .. PENUTtiP .· i. 

Rertcana Pernbaqgunan Jangka Panjang·Bidaqg Kesehatan ·(RPJPK) Tahun 
2005-2025 yang berisi -dasar:, .visi, misi dan ara·h pembangunan kesehatan 
sebagai dokumen yang_· taKterpisahkan dengan Sistem Kesehatan Naslonal 
(SKN), merupakan pedornan bagi penierii'ltah dan. masyarakat termasuk 
swasta dalam penyefengga·raan pembangunan kesehatan di fndonesia 20 
tahun ke:depan sampai tahun 2025. 

37 



• . 'l 
"' ' 

' "-'J 

• 

' MENTERIKESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

~;..-,.. 

RPJPK ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan 
kesehatan jangka menengah (5 tahunan), Rencana Strategis Departemen Kesehatan, 
dan Rencana Kerja Departemen Kesehatan. RPJPK bersama-sama dengan Rencana 
Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah juga diharapkan menjadi acuan dan 
pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP
D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana 
Strategis (Renstra) SKPD. 

Setiap lima tahun RPJPK ini dimutaRhirl<an kembali sesuai pentahapah dari RPJMK. 

'· 

l r 

KESEHATAN,, 

Fadilah Supari, Sp.JP(K) 
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Dalarn Undang-undang N0m{:>r. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
• • ,.-·· . »\· -.,;.. {. <_{ .. ,. i • ' ' • ••• .. ·_· 

Jan§ka 'PanJang · Nasion at 'i (RPJP-N) Tahun .2005-2025 tercantum bahwa 
. ·. ~- ,. <' < • 

pembangunaf) kesehatan :di~nilhkan urituk meningkat~an kesadatan, kemauan, 

dan kemampuan hidup, .sef,lat. bagi setiap;~ dtang . agar peningkatan .derajat 

kesehatan~ masyaraka~ >; yang setinggi:.:ti'ngginya dapat terwujud. 

Pembangunan kesehatan :diselenggarakan berdasarkan· perikemanusiaan, 

pemb,erdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan 

mahfaatdemgan perhatian ' k,busus pad a~ r:rendtJduk rentan., ·antara· lain: ibu, bayi, 
' •• ":!;·_- .... _.·,.,..._· , • .·' -. __ _ 

anak, man usia usia larijut. , dan keluarga miskin. ·· Pembangunan kesehatan 

dilaksanakan melalui: periingkatan upaya kesehatan, sumber daya manusia 

ke.sehatan,. obat dan perbekalan kesehatan yang ditandai oleh peningkatan 

pengawasan, d.an pemberdayaan masyaraRat serta man~j~men kesehatan. 

Dalam upaya · menJamiq · ;keberhasilan dan, kesinambung~n pembangunan 
-{-' ·-- J'\.,~4-..'~"-::1 -~l{ . '~- .• -:-·. : ,· '.. . > - . . 

kesehatan, maka disu~ur{ "Ri:fncana Pembaogu'lian Jangka . Panjang Bidang 

Kesehatan (RPJP-K) Tahuq .20'05-2025· ~ebagai . penjabar~n· dari ' Rencaria 

Pernbangunan Jangka . Pa,njang Nasional (RPJR-N) "Fahun 2005-2025. 

RPJP-K Tahun 2005-20'25 vang berisi dasa~; visi, misi dan arah.-pernbangunan 

kesehat<m . yang merupa~ata . pedoman bagi' . P'emerintah .;dan masy,arakat 

term~suk swasta dalam perweleng~araan perribangunan kesehatan di Indonesia 

20 tahun . ke· depan sampai · tahun 20~5. R'PJP-K. Tabun 2005-2025 sebagai 

dokumen· kebijakan pembangunan kesehatan adalah satu .kesatuan· yang tak 

terpisahkan dEmgan Sistem: Kesehatan Nasional (SKN) .sebagai·bentuk dan cara 

penyelenggaraan pembangun~n J<esehatan .. 

Dengan disusunnya RPJP.;.K Tahun 2005-2025, maka dapat dijadikan arah dan 

acuan dalam. penyusunan ,reroana pembangl;!nan jangka menengah bidang 
'·~ .• ;- ·~ f M: .. · •• ,. ' • • • • ; ..... ~,; ·_;.:;: • -~: ... 

kesehatan; sepertl: Rencarta .Pembangunan Kesei'latan -(Renbangkes), Rencana 

.Strate.gis (Renstra) dan Renoana· ,Ke,tja (Renja): Departenien Kesehatan. 
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Rencana Pembangunan Jangk~~1 ,'Paf)jang Bidang Kesehatan (RPJP-K) tahun 2005-
, ' 

2025 bersama dengan Rencana ~embangunan Kesehatan (Renbangk_es) dan Renstra 

Depkes, juga menjadi acuan dan pedoman . dalam penyusurian Rencana 

Penmbangunan Jangka Panjang ;Daerah (RPJM-0); Rencana Pembangunan Jangka 
. ' 

Menengah Daerah (RPJM-D) dan Rencan Strategis {Renstra) Dinas Kesehatan di 

Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

. .... 

Dalam penyusunan RPJP-Kr Tahun 2005-2025, melibatkan berbagai pihak terkait 

(stakeholders), yang meliputi sektot kesehatan di pusat dan daerah, lintas sektor, 

lembaga swadaya masyarakat,' dunia .usaha, organisasi profesi, organisasi 

kemasyarakatan, akademisi, dan para pakar serta media massa. 

Perkenankan pada kesempatan ini, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi

tingginya dan ucapan terima Rasih y~ng sebesar;besarhya . kepada semua pihak yang 

telah berperan aktif dan memberikan masukan serta berkontribusi positif dalam 

penyusunar:~ RPJP-K Tahun 2005-2025 ini. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan .hidayah-Nya kepada 

kita semua dalam penyelenggaraan Pembangunan Ke.sehatn menuju terwujudnya 

derajat kesehatan masyarakat yang setingii-tinginya di seluruh wil~yah Indonesia. 

Sakarta, 13 Mei 2009 

KESEHATAN, ."/ 

Fadilah Supari, Sp.JP(K) 


